R  BUPATI BOALEMO
o ~ PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR L TAHUN 2019
-TENTAﬁ_G |
PEDOMAN PENGELQLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BOALEMO
. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'
| o ~ BuPam BOALEMO

E Menimbang : a... bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (3) Peraturan -
: M_en'_cerl Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang - |

Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur'Pedoman'

Peiigelolaan Keuangan Desa di Kabupatén Boalemo;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan - sebagaimana -. |

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman

1[‘;:.«\&_;;,‘\“-. — N «Penge::k_)laan'Keuangan_Desa di Kabupatén Boalemo..

L S TA R : S

Mengmgat ‘erneel.  Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 ‘tentang .

DA ia L2 :%‘%}'1?( :*i !S - Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lernbaran Negara |
,;mmmm;{,.xm o 'Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,
'*."f.k.i..f’ (QQ_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia v
i s '- - Nomor 3899), sebagaimana telah dlubah dengan_ :
» ﬂ"*’ 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang
1, PR / o | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun. -
‘“"’“” " e 1999 Tentang Pe_mbeﬁt_nkan Kabupaten Boalemo
::Lw#w':“ 1 | (Le'mbaran ' Negara Repﬁblik Iﬁddnesia Tahun 2000

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘

Indones1a Nomor 3965);




i

Undang — Undang Nomor 17 Tahun . 2003

tentang Keuangan ‘Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Reijublik Indonesia Nomor 4400);
Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perzmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201_1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia ‘Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk -

Indonesia Nomor 5234); -

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 5587),

'sebagajmana telah dlubah beberapa kah terakhlr_ .
_dengan Undang - Undang Nomor 9. Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang.
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

. (Lembaga Negara Republi'k Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

' Indonesm Normor 5679);

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara: Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 -
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang- | ; :

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara




10.

i2.

14,

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah dlubah beberapa kah teraklnr__

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negéri Nomoi‘ 13 Tahun 2006 Tentang.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

'Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nemor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman' Pembangunan Desa (Benta
Negara Republik Indonesw. Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015

tentang _Pembentukan - Produk Hukum Daerah,

- sebagaimana telah diubah deng_an _Peraturan Menteri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang --Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Desa, Pembanguné.n. Daerah
Tertinggal, dan T:ansmigfasi Nomor__lG_"Tahun_ 2018
tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan IvIentéri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuahgan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
Peraturan Daerah Nomor 5 Thn 2018 tentang Anggaran
dan Pendapatan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor
o); |




15. Peraturan Bupati Nomor 53 Thn 2018 tentang
Struktur Organisasi Tata Kerja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 724);

16. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang -

. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - :
Tahun Anggaran 2019 (Berita Dae.rah Kabupaten
Boalemo Tahun 2018 Nomor 739); |

MEMUTUSKAN :

Mgnetapkgn D 'PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENGELOLAAN
o ' . KEDANGAN DESA Di KABUPATEN BOALEMO .

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalérn'Pérafuran Bupati 1n1 yang dimaksud dengan :

1. Pemermtah Daerah adalah Bupati sebaga1 unsur penyeienggara
' pemenntah daerah yang rnermmpm pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. BUi)aﬁ adalah Bupati Boalemo _

j 3. :_"Caimat'adalah kepal'a Kecamatan dalam Kabupaten Boalemo yang
o -berada dibawah dan bertanggung]awab kepada Bupatl meialul

o Sekretans Daerah. _
4, Desa adalah desa dan desa adat atau yang dlsebut aengan nama
'_ ‘lain,  selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat'
hukum yang memili batas wﬂayah yang bérwenang untuk
.' mengatur dan mengurus urusan pemenntahan kepentmgan
' :'._.masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal
| '-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan- dlhormatl dalam

31stem pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia.

5.  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u'rusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam  sistem
pe_m'er_intahan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |

6. '-_'.Pémefintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 'dengan
. ° nama lain dibantu - perangkat Desa sebaga1 unsur penyelenggara

4

N 'Pemenntahan Desa.




|

10.

11.

12.
13.

15.

16.

17.

- 18

Badan Permusyawaratan uesa yang selanjumya alslngkat BFD

atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

* melaksanakan fungsi pemerintahan vang anggotanya merupakan'
- wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
~ ditetapkan secara demokratis.

| ‘Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban”Desa 'yang |

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

‘barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

- kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi |
perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,danpertangg
ungjawaban keuangan Desa. ,

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu} tahun. '
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebutan
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Penerimaan Desa adalah nang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas
De_sa. |

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam i {(satu} tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh Desa.

Belanja Desa Vada.lah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaén yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun -
anggaran berikutnya. |

Pemegang Kekuasaan  Pengelolaan Keuangan Desa, yang

~ selanjutnya  disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau -

sebutan nama lain yang karena jabatannya mgmpunyai' :

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan -

‘keuangan Desa.

Pelaksana P_engeloiaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkai

" PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan

keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yvang

' menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. : _ ' { _

T T T et g, T S i




19, Sekretaris Desa, adalah perangka Desa yang berkédudukan'
20.

21.

22,

24

25.

26.

o)
~]

sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas'
sebagai koordmator PPKD. - |
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
me_njalahkan tugas PPKD.

Kepala Scksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang

menjalankan tugas PPKD.

- Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa

. dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam .
1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. .

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah

badan wusaha yang seiuruh atau sebagian besar modainya

dimiliki oleh Desé_t melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari = kekayaan Desa yang dipisahkan guna

- mengelola aset, " jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

‘Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai

kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat5

- Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan

Desa dengan belaﬁja Desa.
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan
Desa dengan belaﬁja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran selama satu periode anggaran.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya alslngKat DPA

adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran

| yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam' APB Desa.

28,7

Doku_nien Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 'selémjutnyé'
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan
rincian = kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan

7

APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.




29,

30.

31,

.. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya -

dlsmgkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran B

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang._

‘anggarannya berasal dari SxLPA tahun anggaran sebelumnya. .

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut: RAK Desa'_
: ad_alah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas-

o -_keiuar yvang digunakan mengatur pénérikan dana dari rekening

kas untuk mendanai pem,eluaran- pengeluaran berdasarkan

. 'DPA yang telah d1sahkan oleh kepala Desa

32.

33.-

(1)

(2)
: -dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulm tanggal -

(1) -

: Surat Permmtaan Pembayaran yang selanjutnya dlsmgkat SPP

~adalah dokumen pengajuan uhtuk mendanai kegiatan pengadaan

barang dan jasa. _

Aparat Pengawas Inter:nal Pemerlntah yang selanjutnya d1smgkat

- APIP adalah Tim 1nspektorat daerah kabupaten Boalemo

BABI
.AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN D_ESA
Pasal?_ L

Keuanga.h desa dikelola berdasarkan asas-asas. tfansparam

'akuntabel parus1pam serta aﬂakukan dengan tertib dan QlSlplln
-a.nggaran | S . .

Pengelolaan keuangan desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1]

1dJ anuari sampal dengan tanggal 31 Desember
- BABIII
""UASAAN PEN GELOLAAN KbUANGAN DE
Bagian Kesatu
. Pemégaing Kekuasaan_Pengélolaan Keuangan Desa =

Pasal 3

Kepaia Desa adalah PKPKD dan mewath Pemerintah Desa dalam |

kepemﬂu{an KeKayaan milik Desa yang alplsahkan

- 'barang/jasa-' oleh Pemerintah Dééa, balk dllakukan melajul B

- ‘swakelola dan/atau penyedla barang/ Jasa

-




@

(3') .

(4)

Be

(2)

Ty

Kepala Desa selaku PKPKD seoagmmana almaksua pada ayat (1),
mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan ba.rang rmhk Desa; |

“¢. melakukan tindakan yang mengalnbatkan pengeluaran atas

~ beban APBDes;
. menetapkan PPKD
menyetujui DPA DPPA, dan DPAL;

d

€
- . menyetujui RAK Desa;
g

dan menyetujui SPP.
Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa_

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} kepala Desa menguasakan.

§ 'sebaglan kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
Pehmpahan sebaglan kekuasaan PKPKD kepada PPKD dltetapkan -

. dengan keputusan kepaia Desa.

| Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

_ _ Pasal 4 _ - _
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3} terdiri atas:

" a. Sekretaris Desa;
- b.  Kaur dan Kasi; dan

¢. Kaur keuangan.

Pasal 5

_Sekretaris Desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf a .

bertugas sebagal koordlnator PPKD. -

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )

o mempunyai tugas:

oa. mengoordlna31kan penyusunan dan pelaksanaa.n kebljakan

- APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB. Desa dan.

rancangan perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa

~ tentang APB . Desa, perubahan  APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; S




mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala_

Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran

“APB Desa;

)

(4)

menjalankan tugas PPKD; dan

. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain 'yang.

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam - .

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (2],
Sekretaris Desa mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Dess; dan |
C. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.
Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kasi pemerintghan,;
'b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
' atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
-tﬁ'g’aéﬁya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL. sesual bidang

tugasnya,

‘e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia o

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada |

dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang.

tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB

Desa.

v




@

. tugas:

(5}

)

'_Pembaglan tugas Kaur dan Kasi pelaksana keglatan o

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan
dalam RKP Desa. |

. Pasal 7

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas seba_gaimana” |
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim

~ yang melaksanakan kegiatan pengadaan -barang/jasa yang

karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

~ Tim _sebagaifnana dimaksud pada ayat - (1) berasal dari

unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa

dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

. a. ketua;.
b. sekrefaris; dan

c. anggota

Perangkat Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) yaitu

- pelaksana kewilayahan.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

' chusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dltetapkan melalui

- keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

_Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢

| '_melaksanakan fungsu kebendaharaan

Kaur keuangan sebagalmana chmaksud pada. ayat (1}, mémpunyai

a.

b

menyusun "RAK'ﬁesa; dan | _ _

melakukan = penatausahaan yang meliputi menerimé-
menylmpan, .menyetor/ mernbayar. menatausaéhékan dan _ -
mempertanggungawabkan penerimaan pendapatan.desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBdes.

Kaur keuangan_ dalam melaksanakan fungsi kebendaiharaan

@

memiliki Nomor Wajib Pajak Pemerintah desa. -




(2)

@)

BAB IV |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9
APB Desa terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;

' b.Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

Péndapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

- diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

. - diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis

(1)

(1)

belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

.'Pgmbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- diklasiﬁkasikan menurut keldmpok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

| _ ‘Pendapa}:an' Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode

 rekening.

Bagian Kesatu
‘Pendapatan
Pasal 11

."'_Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1}

huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh Desa. |
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas kelompok:

a. peﬁdapatan asli Desa;

b. transfer; dan

c. pendapatan lain.

Pagal 12

Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;




@

()
~ huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

.

(2)

3

c. Swadaya partls1p331 dan gotong royong; dan

- d. pendapatan asli Desa lain.

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) huruf a,
antara lain bagi hasil BUM Desa. _ _ o
Hasil ‘aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara

1ain, tanah kas Desa, tambatan perahu, paaar Desa, 'fempat

- pemandian umum, - jaringan irigasi, dan hasil aset-.lainnya sesuai
o d'énga-n- kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kéWenangan
* lokal berskala Desa.

Swadaya, parUSIpam dan gotong royong sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1} huruf c adalah penerimaan yang berasal dan B

sumbangan masyarakat Desa.

Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 13

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2}

' huruf b, terdiri atas jenis:

a. dana Desa;

o b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah _kabupate_ﬁ

boalemo;
c. alokasi dana desa;
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah -
Provinsi; dan | -
e. bantuan keuarigan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten boalemo.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerzh -
Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dan _huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
Ban.tuan keurangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam

- ketentua penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per

seratus) dan paling banyak 30% {tiga puluh per seratus).
Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa




b. penErimaaﬁ dari bantuan perusahaan yang berlokasi diDesa;

C. penerimaan 'dafi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; '

d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
beljalan '

'_ e. bunga bank; dan

O pendapatan lam Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja
Pasal 15

" (1} - Belanja Desa sebagaimana dimaksud daléun Pasal 9 ayat (1} huruf
b, yaitu semua | pengeluaran yang merupakan ke_wajiban Desa
) '_dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan '-dipé'roleh_ -
. pembayarannya kembali oleh Desa. _ ' .
(2)= :_ Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pergunakan :

~untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
Pasal 16

(1)  Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang;
a.- penyelenggaraan pemerintahan Desa;

pelaksanaan pexﬁbangunan Desa;

) pem‘binaan kemasyarakatan Desa;

pemberdayaan masyarakat Desa; dan

.ﬂ?—ﬁ?‘-

penanggulangan bencana, keadaan darurat da_n rnendesak

~ Desa. _ _ :

(2)  Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

' sampal dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan keglatan
'sesual dengan kebutuhan Desa yang telah dltuangkan dalam RKP
_Desa. _

{3}, Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf é
dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang
ter;adl di Desa.

Pasal 17

(1) K1a31ﬁka31 belanja sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a d1bag1 dalarn sub bidang:




@

(3) E

@

5)

penyelenggaraan belan_]a penghasﬂan tetap, tunjangan dan

- operasional pemerintahan Desa;

. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

¢. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, _daﬂ

- kear31pan

e.

a.

a0 T

R oo

tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan

. pelaporan; dan

~pertanahan.

| Klasﬁikam bela_nja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) -
huruf b dibagi dalam sub bldang

pendldlkan
kesehatan,

_ pe_kerjaan umum dan penataan ruang;

kawasan permukiman;

. kehutanan dan lingkungan hidup;- :
perhubungan, komunikasi dan informatika;
energt dan_ su_mber d_aya mineral; dan

. pariwisata;

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasall6 ayat (1)

huruf ¢ dibagi dalam sub bidang:

a.

b,
c.
d. .
'Klasiﬁkasi.belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) - |

ketentraman, ketertiban, dan pehndungan masyaraka’c
kebudayaan dan kegamaan; ' '
kepemudaan dan olah raga; dan

kelembagaan masyarakat.

huruf d dibagi dalam sub bidang:

a.

&

kelautan dan perikanan;

pertanian dan pétemaka_ﬁ;

peningkatan kapasitas aparatur Desa; .

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
kcpefasi, usaha mikro kecil dan meﬁeﬁgah; |

dukungan perianaman modal; dan

. perdagangan dan perindustrian.

K1a51ﬁka31 belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) '

a.
b.

K2

-'huruf e dibagi dalam sub bidang:

penanggulangan bencana;
keadaan arurat; dan

keadaan mendesak.




(1) -

@)

Pasal 18

Sub ‘bidang sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

: sampal dengan ayat (4) dibagi dalam keglatan
" Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ({1}

| -menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan )

bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
SOPD tekms_ "dapat menambahkan kegiatan yang tidak

- tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

@

dengan member'ikan kode 90 sampai dengan 99.
SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menambahkan

kegiatan_penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan

kode rek_enih'g 90 sampai dengan 99 yang anggaraunya
- dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan

lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebag_aimana

(5)

Jenis

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a. -
Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga

puluh perseratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 19

B'élanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri

catas: -

(2)

. belanja pegawai;

a

b. belanja barang/jasa;
c. belanja modaﬂ; dan
d

. belanja tak terduga.

Pasal 20

‘Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a,

dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan,
penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa
dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan

dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.




- pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(1)

@

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 11

Pasal 21

Bélanja barang/jasa sebagaimana dimaksud délazn Pasal 19 huruf

- b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang

- nilai manfaatnya kurang dari 12 -(dua bélas) bulan.

Belanja- barang/Jasa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) -

digunakan antara lain untuk:

 a. operasional pemerintah Desa;

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

; :'_ c. kegiatan sdsiaiisési/rapat]pe‘léﬁhan/_‘bimbingan teknis;

(3)

@

d. operasional BFD;

" e. insentif Iembaga masyarakat dan/atau Sebutan lalnya yang ada
~ didesa '
i pernberlan barang pada masyarakat/kelompok masyara.kat
| insentif lembaga kemasyarakatan sebaga_lmana dimaksud pada--

‘ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untu koperasmnal lebaga

kcmasyarakafan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan

'pemerinil:ahan,' perenéanaan pembangunan, ketentraman dan

ketertiban, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf f dﬂakukan untuk

‘menunjang pelaksanaan keglatan Desa.

Pasal 22

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c,

. d1gunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang mlal_

 manfaatnya leblh dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud _p:a_da ayat _(1) 3

digunakan untuk kégiatan penyelenggara}:m_kewenangan Desa.

Pasal 23

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d

o merupakan belanja untuk kegiatan pada sub b1dang penanggulangan

bencaﬁa keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala] -

Iokal Desa.




2

pada ayat (2) sepertl

(4

_bencana alam dan bencana soclal berskala I_)ésa:' |

)

(6)

o

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

. bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana

| .ﬁcilmaksud pada ayat (1) paling sed1k1t mernenuh1 krltena sebaga,t.'

berikut:

. a. bukan merupakan kegiataxi-'normal dari aktnrltas -pemerintah'

Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

. b - tidak diharapkan terjadi berulang; dan
C. berada di luar kendali pemermtah Desa.

' Kr1ter1a bencana alam dan beneana soc1al sebagalma.na dlmaksud '_

as bencana alam : Kebakaran, banjlr tana_h longsor, tsunam1

' angm topan, gempa bumi, kekenngan gunung meletus
b. bencana social seperti : kerusuhan atau huru hara, aksi terror.

krlten_a_ kegiatan yang dapat. d1b1aya1 untuk 'p_ena_.nggulangan

A Pra bencana
- b Tanggap . darurat -
_c pasca bencana
kriteria keadaan darurat berskala Desa:

“a. menyediakan MCK komunal sederhana

b. pélayanan kesehatan

C. menyiapkan lokasi pengungsian sementara

_' d. menyedlakan obat-obatan selama di pengung51aan -

knterla sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat _'
berskala Desa; '

a. loglst_lk
“b. peralatan
‘c. sumber daya manusia.

: kriteria keadaan mendesak berskala.Desa..

a. rnernberlkan pertolongan pertama

b. penyediaan penampungan sementara (pos pengungsuan /selter)

- ¢. penyediaan dapur umum
~ d. penyediaan MCK darurat

e 'menyediakan “air bersih dan alat penanipungan, "termasuk; "

o _pengaturan distribusinya

' _:f._ menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok

L g; ~pengamanan lokasi -

 h. ine_nerirna dan menyalurkan bantuan




_. (8]._ kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berskala
Desa yakni masyérakat yang terdaftar dalam basis data terpadu
- (DBT) o |
{9 tata éar_a _penggunaan'anggéran bencana berskala Desa Sebagian
besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggﬁlangan
béncana térintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerihtahan
dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan
‘belanja Desa :
a. desa yang menggunakan dan/atau membiayai kegiatan
| '-tahggé.p darurat melakukan perubahan RKP Desa _
:  b. perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan
kebutuhan kebencanaan;
c. Perhitungan ulang dilakukan dengan mengurangi jumilah
kegiatan sebanyak-banyaknya 5 kegiatan sehingga dapat
“dipastikan memenuhi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat didesa yang terkena dampak bencana;

d. Perubahan kegiatan RKP Desa dibahas dan di sepakati oleh
kepala desa dan BPD untuk menetapkan rancangan dan/atau

peraturan peraturan desa tentang Perubahan RKP Desa,;

‘Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 24

(1}  Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9 ayat (1)
huruf ¢ merupakan semma penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada _tahun

~anggaran berikutnya.
(2) - Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
| ‘kelompok: | '
a. _p'enerimaar_l pembiayaan; dan
= b._: pengelﬁaran pembiayaan.
: | Pasal 25

_ '('1.) "E."enerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

- ayat (2) huruf a, meliputi:




3

@

a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan _
c. hasil pen_]ualan kekayaan Desa yang dlplsahkan kecuali tanah

‘dan bangunan.

SiLPA sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a paling

sedikit meliputi pelampauan penenmaan pendapatan terhadap .

belanja, penghematan belanja, dan sisa dana keglatan yang belum

'selesa.l atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b d1gunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana
cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam ‘penerimaan

pemb1ayaan dalam APB Desa.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana .

dimaksud pada ayat (1) hi_lruf ¢ dicatat dalam penerimaan"

pembiaya_aﬁ hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 26

'.'Pengeluaran pemblayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 24 ayat

(2 )hurufb terdiri atas :

S

@

~ a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal.
Pasal 27

Penibentukan “dana cadangan sebagaima.iria' dirhaksud dalam
P.asal: 26 huruf a dilakukan untuk mendanaj kégiatan yang
penyed1aan dananya tidak dapat sekallgus dlbebankan dalam 1
(satu) tahun anggaran. ' |

Pembentukan dana cadangan sebagaunana dlmaksud pada ayat

':(1) ditetapkan dengan peraturan Desa. -

Peraturan Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (2) palmg

sedikit memuat:

a penetapan tujuan pembentukan dana cadangan _

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
* dianggarkan; | | | | |

d.. sumber dana cadangan, dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cada.ngan




)

1w

_ @

(4)

Pembentukan dana cadangan dapat bersumberdari penyxslhan-_
atas penerimaan Desa, kecuali dari - penerimaan yang

penggunaannya telah ditentukan secarak husus berdasarkan

. peraturan perundang—undangan

.Penganggaran dana cadangan tldak melebihi tahun akhir masa

Jabatan kepala Desa.

- Pasal 28

Peny'e;_'taan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b

‘antara  lain  digunakan untuk menganggarkan kekayaan

pemerintah Desa -yé.ng.__diinvestasikan dalam BUM Desa untuk

- meningkatkan" pendapatan Desa atau pelayanan kepada.

- masyarakat

Penyertaan modal - sebagairriaha’ dimaksud -pada ayat (1)
merupakan kekayaan Desa yang dlplsahkan yang dxanggarkan

- dari pengeluaran pemblayaan dalam APB Desa.

@)

Penyertaan modal sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dalam

‘bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui. proses analisis.
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

: _Penyertaan modal sebagaimana dimaksud. pada ayat (4} di atur

lebih lanjut dengan Peraturan Desa, sedikitnya memuat
ketentuan:

a. mdlkator penyertaan modal yang dapat dlsertakan, dan

b. md1kator analisa kelayakan penyertaan modal.

~ BABIV
PENGELOLAAN
Pasal 26

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

" a.  Perencanaan;
b. Pelaksanaan; -
c. Penatausaha:m;
d | ‘ Pélaporé.n; dan
e Pertéﬁgguhawaban.




M

' _.pencatatan transakm pada saat dlterlma atau dikeluarkan dari - -

o)

@

o a0 T

Pasal 30

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 dllakukan Basus Kas dan S1stem Aplikasi Keuangam Desa

Baszs Kas sebagalmana duna_ksud pada ‘ayat (1) merupakan

rekemng kas Desa.

Pasal 31

- Pengelolaan keuangan Desa sebagaifnana'dimaksud padé Pasal 30
) "ayat (1) dapat dllakukan menggunakan Slstem Aphkam Keuangan
- Desa (Slskeudes) |

- Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 31

Péfen(:ahaari | pengelolaan_ kéuangan_ Desa  merupakan

perencanaan . penenmaan dan pengeluaran pemenntahan Desa -
pada tahun anggaran berkenaan yang dlanggarkan dalam APB .
Desa

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB

Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan

RKP D_ésa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling sedikit

memuat:

'_ A smkromsam kebijakan pemerlntah daerah kabupaten dengan

kewenangan Desa dan RKP Desa;
.~ prinsip penyusunan APB Desa;
kebijéicén'penyusunaﬁ APB Desa;
'tel.m'is penyusunan APB Desa; dan

- hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupa_kan bahan

: _ penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.




Pasal '32
(1) -.Sekretans Desa - menyampalkan Rancangan peraturan Desa
' tentang APB Desa kepada Kepala Desa.,
2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dlsampmkan_ Kepala Desa kepada BPD .
; ‘untuk dibahas dan disepakati _Bersama dalam i’nus'yawaréh BPD.
- (3) Rancang.él.n Peraturan Desa tentang APB Desa 'sébagaifné;hai"-'
- dimaksud pada ayat (2} disepakati bersama pali_ng lambat bulan
: Oktober tahun berjalan.
@ Dalam hal BPD tidak menyepakatl rancangan Peraturan Desa
N tentang APB Desa yang dlsampalkan Kepala Desa, Pemerintah
Desai' hanya dapat ihelakukan kegiatan yang berkenaan dengan
pengeluaran operaswnal penyelenggaraan pemenntahan Desa
- dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan_ Kepaia __Deéa_: sébeigai dasar

pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 33

(1)  Atas. dasar .kesépaka_tan bersama kepala Desa dan BPD’
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3}, -Kepala Desa
menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai
| penjabaran APB Desa. ' |
(2) Sekretaris Desa . mengoordmamkan penyusunan: Rancangan

Per_aturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 34

{1} _l Rancangan Peraturan Desa  tentang APB Desa sebagalmana
 dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa
kepada ‘Bupati melalul camat paling lambat 3 {tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi. _
o {2) _Bupatl dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan'
o Evaluasi Rancanga.n Peraturan Desa tentang APB Desa. N
(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen .
__pahng sed1k1t mehputx | '
AL surat pengantar
-b rancangan peraturan kepala Desa mengenai . penjabaran APB j'

Desa;

IS




(5)

(1)

¢. peraturan Desa mengenai RKP Desa;

d. peraturan' Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal
~ usul dan kewenangan local berskala Desa; | |

e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika

tersedia; ' ..

f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal; dan

. g. Dberita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 35

Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa.
terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa
- paling lama 10 (dua puluh} hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud.
Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan
Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. |
'Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umun, dan RKP Desa, selanjutnya
kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ‘1e_bih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa
‘bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasit evaluasi.

Pasal 36

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 35 ayat (5)
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap .

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi

- Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tertang .

Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati

membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

.




. -(2}_ ~ Kepala Dé_sa' memberhentikan pela;kéanaén Peraturan desa dan
| Peraturan Kepala Desa: paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
' pembatalén sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selahjumya
'__Kepala Desa bersama BPD. mencabut Peraturan Desa dan
' Peraturan Kepala Desa dimaksud.
_(3) - Dalam  hal pembatalan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1')
o Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
~operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan

" menggunakan pagu tahuh-f sebelumnya sampai penjzempﬁrnaan

' 3_Ranc_éngan Peraturan Desa tenfang APB Desa disampaikan dan

~ mendapat persetujuan B_qpati.
Pasél 37

' Bupatl dapat mendelega31kan evaluasi Rancangan Peraturan Desa

. -tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Pasal 38

_(1) Rancangan Péfa’tutaﬂ Desa tentang APB Desa yang telah
: dievaluasi ditetépkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa
| tentang APB Desa. | '

(2} - Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksu'd._. pada
~ . ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun

f anggaran sebelumnya.

"(3) © Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
| -tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari
o Peraturan Desa tentang APB Desa. :
(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa
o dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa k_epada

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
Pasal 39

| '('lj Kepala Desa mehyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi.
{2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit
 memuat:
a. APB Desa;

5




(1)

(2)

(4

b pelaksana - kegiatah anggaran dan tim yang melaksanékai_i_ =

-kegiatan, dan

c. alamat pengaduaxi

Pasal 40

Pemerintah Desa dapat me]almkan perubahan APB Desa apabﬂa
' teljad1 ' '

a. penambahan dan / atau pengurangan  dalam pendapatan

Desa pada tahun anggaran berjalan;

‘b, sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan

' pembzayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam_'_ __ B
tahun berkenaan;

c. = keadaan yang menyebabkan harus dllakukan pergeseran"
antar bidang, antar sub. bldang, antar keglatan dan antar._

Jems belanja; dan

d. _ keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus o

digunakan dalam tahun anggaran berja.lan

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kah dalam 1
- (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar blasa

(3)

’ Kntena keadaan luar blasa sebagalmana_ dimaksud pada ayait ('2)'

adalah ﬁmbulnya atau meningkatnya penyakit yang menular
dalam masyarakat desa yang jumiah pendentanya menmgkat

secara nyata dan dapat memmbulkan mala petaka.
Perubahan APB Desa sebagaumana dimaksud pada ayat (1)

_ 'd1tetapkan dengan peraturan Desa mengena1 perubahan APB Desa

~dan’ tetap mempedomam RKP Desa.

(1)

(2)

Pasal 41

'Pe:merint'ah_Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan

Kepala Desa tentang perubahan . penjabaran APB Desa sebelum_ __

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
ditetapkan..

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desét o
sebagalmana_ dimaksud pada ayat (1} dapat dilakukan apabﬂa:.'_’_'
terjadi: _

a. . penambahan dan/ atau Penguraﬂgan dalam pendapatanf"

Desa pada tahun anggaran berjalan;




'b.  keadaan yang menyebébkan harus segera dilakukan
pergeseran antarob_]ek belanja; dan
<. keglatan yang belum dﬂaksanakan tahun sebelumnya dan
- menyebabkan S1LPA akan dilaksanakan dalam tahun
anggaran berjalan.
(3) _Képala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa
" dan selanjutnya disampaikan kepada Bupat melalui surat
pémberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang

) p_er_ilbahan penjabaran APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan
Pasal 42

(1} Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan
-dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas
Desa pada bank yang ditunjuk Bupati Boalemo

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud padé ayat (1} dibuat

‘oleh Pernermtah Desa dengan spesnnen tanda tangan kepala Desa
dan Kaur Keuangan '

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,
rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan

Kaur Keuangan.
Pasal 43

(1)  Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
| dilaporkan kepala Desa kepada Bupati. ,
(2) . Kaur Keuangan menyimpan uang tunai Rp 5.000.000 memenuhl

kebutuhan operasional pemerintah Desa.

Pasal 44

1) Kepala3 Desa. menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah Pefaturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.




2

. a.. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

@)

(6)

(1)

(2)

'DP’A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

- ¢. Rencana Anggaran Biaya.
‘Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud

“pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang'_. :

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang

‘telah dianggarkan.
‘Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu:

pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim

yang melaksanakan kegiatan..
Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran .menyerahkan

E rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}.

Pasal 45

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rarnrccangan DPA paling lama

5 ( lima ) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan
DPA.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa.

Pasal 46

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran
dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskah

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun

- rancangan DPPA.

DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:

_'a. 'Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan

- b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.




&)

- (5)

e

{2)

(3)

@)

- Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 'anggaran rnenyerahkan.

rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagalmana.

~ dimaksud pada ayat (1)
I

‘Sekretaris Desa me_lakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama
- 5 (lima) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. '

Kepala Desa menyetujui rancangan DP.-PA yang telah diverifikasi -
| oleh Sekretaris Desa. | ' |

Pasal 47

“Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA

yang telah disetujui kepala Desa.
Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.-

'Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK

" Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

.Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah

diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 48

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memuat arus kas

masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan

“dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA |
yvang telah disahkan oleh kepala Desa.

e

(1)

Pasal 49

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat

. semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa,

transfer dan pendapatan lain.

Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dldukung_ :

oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 50

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat

semua perigeluaran belanja atas beban APB Desa.




@

. (3).1_ |

@

-."'Setiap pengelﬁai"ah sebagaimana dimaksud pada -ayat [1) "

d1dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. _
Buku sebagaJmana dlmaksud pada ayat (2} mendapat persetujuan o
kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran |
material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Kaur dan Kasi pelakSana kegiatan ahggaran bertanggungjawab . o

Co 'terhadap tmdakan pengeluaran sebagaJmana dimaksud pada ayat

5)

(2)

(6)

(1).

- Kaur dan Kasi pelaksana keg1atan anggaran menggunakan buku

pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran’

kegiatan sesuai dengan tugasnya

-Pasal 51

Kaur dan Kasi melaksanakan keglatan berdasarkan DPA yang |
telah dlsetujul Kepala Desa. .

Pelaksanaan keglatan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pengadaan melah,u . swakelola dan/ atau -
penyedla barang/jasa. |
Pelaksanaan keglatan sebagaimana dimaksud: pada ayat (2) B
dlutamakan mela1u1 swakelola _
Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan
dan wilayah setempat dan gotong - royong. denga_n rhelibatkan- _
partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan ker;]a dan

pemberdayaan masyarakat setempat

Dalam hal pelaksanaan keglatan tidak dapat dilaksanakan melalui

swakelola, baik sebagian maupun. keseluruhan dapat'

dllaksanakan oleh penyedla barang/jasa yang dIanggap mampu _

dan memenuhl persyaratan

Ketentuan . lebih lan_]ut mengenai tata cara_ _ p_'e_ngadaah- -
barang/jasa di Desa sebagaumana dimaksud pada'ay'a't {(2) diatur -
dengan peraturan Bupatl Tahun 2018 Nomor 43 tentang

pedoman pengadaan barang/jasa di Desa




‘Pasal 52

{1} ~ Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukah SPP
. dalam ‘setiap pelaksanaan keglatan anggaran sesuai dengan
- periode yang fercantum dalam DPA dengan nominal sama
- besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

. (2) Pengajuan SPP  wajib menyertakan laporan perkembangan_

- .pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

* Pasal 53

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan . SPP
S sebégaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiétaﬁ.pengadéan '_
E baraﬁg/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari
| kerja. | | S
~(2)  Dalam shal pembayaran pengadaan barang/ jasa belum d11akukan
" dalam waktu 10 (sepuluh) hari ker]a Kaur dan Ka31 pelaksana_
_ keg1atan anggaran wa_]lb mengembahkan dana yang sudah -
- diterima kepada Kaur: Keuangan untuk _dlsxmpan dalam kas Desa. |
{3) | "Kéur Keuangan mencatat pengeluéran anggaran sebagéimana'
" dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku
“pembantu panjar.
" {4) . Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran penyamp_aikan
o '.pertan'ggungjawaban' pencairan anggaran sébagaimana' dimaksud
“pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan
' barang/jasa kepada Sekretaris Desa. _ o
_ (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti_ transaksi
o o pefnba{yaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran .
| yang disampa_ikan oleh Kaur dah Kasi lpela_ksaha kegiat.an.
anggaraﬁ;. | . o .
{6) ~ Dalam hal jumlah realisasi pengeluéran pembayéran barahg/ jasa
“lebih kecil dan jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas

Desa.
Pasal 54

_'-_.'['1)'Pengé1jua_n SPP untuk kegiatan yang seluruhnyé “dilaksanakan

melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah ba_rang/ jasa

d

o diterima.




(3)

- {1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilampiri -
dengan: |

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

- 'b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Dalam setiap pengajuan SPP sebagalmana dimaksud pada ayat

a. meneliti keIengkapan permintaan pembayaran yang diajukan

~oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

o b.. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa

- hasil venﬁka31 yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

yang tercantum dalam permintaan pembaiyaran;

e menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak. pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi

: Pel‘syai"atan yang ditetapkan.

-Kepala Desa menyetu_]ul penmntaan pembayaran sesuai dengan )

: :’Ka_ur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan

besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan perSetujuan

dari kepala Desa.

Pasal 55

Kaur dan Kas1 pelaksana keglatan anggaran ‘wajib menyampalkan

. laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada |

Kepala Desa paling lambat 7 (tujub) hari sejak seluruh keglatan'

selesai.

) .

(3)

- RAB pelaksanaan keglatan anggaran belanja tak terduga sesua1 :

Pasal 56

~ Kaur dan /atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB o

i pélaksénaan‘ dari anggaran belanja tak terduga yang = diusulkan

kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Sekretans Desa melakukan verifikasi terhadap RAB  yang -
| 'dlusulkan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui |

: dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.




(4{) "Kepéla_ Desa melaporkan pengeluéran anggaran belanja tak
| ‘terduga kepada ‘Bupati melalui kepala Dinas Sosial dan PMD
.pa]ing lama 1 (sétu) bulan sejak keputusan kepala Desa
: diteté._pkan. : ' |

Pasal 57

(1}  Setiap - pengeluaran kas Desa yang. menyebabkan beban atas
- anggara.n Belanja Desa dlkenakan pajak sesual dengan ketenman

_ ' ~peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku
(2) ~ Kaur Keuangan sebagai Wa_]lb pungut pajak melakuka_n

| R _' _pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana
. dimaksud pada ayat (1). | _ _

(3) - Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi -
- pengeluaran kas Desa atas beban belan_]a pegawa1 barang/;asa
. dan modal. . |

(4)' Kaur Keua_ngan wajib menyetorkan Seluruh' penerimaan pajak

| _ yang dipungut sesual dengan ketentuan peraturan perundang—

| undangan
Pasal 58

‘Arus kas m'asuk_ dan arus kas keliar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 . dari mekanisme pembiayaan sebagaimana
* dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB

Desa.

Pasal 59

L (.1.]: . Penerimaan.  pembiayaan _-_dari SiLPA  tahun seﬁélumnya
'sebagaimana dimaksud dalém'Pasal 25 huruf a digunak'an ﬁntuk-

a. menutupl deficit anggaran apablla realisasi pendapatan lebih
| kecil darlpada realisasi belanja; dan |
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2} S1LPA yang digunakan untuk menutupi def181t anggaraﬁ_'
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhltungan perk1raan penenmaan dari pelampauan pendapatan_
dan/atau penghematan belanja tahun. sebelumnya yang- '
digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang telah

{

ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.




R (3] -

@

. kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi

(5)

1

@

- pada ayat (1) merupakan penyls1han anggaran dana cadangan

SlLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum

selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada éyat (1) huruf b

merlipakan perhitungan Triil dan anggaran dan kegiatan yang
harus di_Selesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Kaur | dan/ atau Kasi pelaksa_ri_a' kegiatan anggaran mengajukah o

D'PAL'.untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau Ianjutal_i'.'
sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

' Kaur ‘dan/atau " Kasi- pelaksana keglatan anggaran dalam

mengajukan rancangan DPA sebagalmana dimaksud pada ayat (4), -

"_.terle_bih__ dahulu m'eriy'a;tm'p'aikan ‘laporan - akhir realisasi .
_-p'elaksanaah kégiatan dan aiigga.rankepada -kepalé Desa paling  :
' 1ambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan
g Sekretans Desa mengu31 kesesualan ]umlah anggaran dan sisa :
o -'keglatan yang ‘akan disahkan dalam DPAL.
Ul
- yang .belum selesai a_tau ~lanjutan .pada tahun “anggaran

| _beﬂkutnya. | o | o

DPAL yang telah dlsetujul menjadl dasar penyelesalan keglatan

Pasai 60

_P_encairan dana Cadangah sebagairhan_a dimaks_ud dalam Pasal 25 :

huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud -

| dalam Pasal 26 huruf a. d1catatkan dalam Catatan atas Laporan.-

Keuangan

Pencatatan pencajran dana cadangan sebagalmana dimaksud

_: _dalam rekemng kas Desa.
@
S (1) dﬂarang dlgunakan untuk memb1aya1 program dan kegiatan

Pembentukan Dana Cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat

. _ lam dlluar yang telah dltetapkan dalam Peraturan Desa mengenal'_-

e dana cadangan
@

'.Desa_ sebagalmana dimaksud pada ayat (3). dilaksanakan apab_ﬂa'--

Program dan kegiatan yang dltetapkan berdasarkan Peraturan

: _dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakah_ pfogram' -'
‘dan kegiatan. |
: "Dana cadangan sebagaitmana dlmaksud pada ayat (4) dianggarkan . o

_ -pada penenmaan pemblayaan dalam APB Desa.




(1

(2)

Pasal 6 1

Penyertaan modal sebagalmana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b

: d1catat pada pengeluaran pemblayaan

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud_

' pada ayat (1) dimasukan éebagai pendapatan asli Desa.

(1) -

3

1y

@

@

Bagian Ketiga
Pené_;tausahaan
Pasal 62

Penatausanaan keuangan allakukan oleh Kaur neuangan sebagal
pelaksa.na fungsi kebendaharaan. ' '

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

_dengan mencatat setiap. penenmaan dan pengeluaran dalam buku

kas umum.
Pencataan pada buku kas umum sebaga:amana dnnaksud pada

ayat {2) dltutup setlap akhlr bulan

| Pasal 63 '.

_Kaur Keuangan waglb rnembuat bukn pembantu kas inmum yang :

terdiri atas

~ a. buku pemoantu bank

b, buku pembantu pajak dan

C. buku pembantu panjar.

' Buku pembantu bank sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf

@

a. merupakan catatan penenmaau dan pengeluaran melalui

2 rekenmg kas Desa..

Buku pembantu pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf ”

b merupakan catatan penerlmaan potongan pajak dan

pengeluaran setoran pajak _ _
Buku pembantu panjar sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)'__
huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggung]awaban -

uang panjar.




W

@)

@

Pasal 64

: Penenmaan Desa disetor ke rekenmg kas Desa dengan cara:

Provmsu dan Pemerintah Daerah Kabupaten,

b. 'dlsetor melalui bank lain, badan, lernbaga keuangan

~‘dan/ atau kantor pos oleh pilrak ket:ga dan

e - _dlsetor oleh Kaur Keuangan untuk penenmaan yang

dlperoleh dan plhak ketiga.

Pasal 65

) Pengeluaran atas beban 'APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan-

-".yang dla_lukan serta telah d1setu3u1 oleh Kepala Desa.

a.  disetor langsung . kebank oleh Pemerintah, pemerintah . |

y Pel_ige'luaran atas beban APB__.Desa_ dilakukan berdasarkan RAK o
o Desa yahg telah disetujui 'qleh Kepala Desa. |

'.secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur

: dan Ka31 pelaksana keglatan anggaran atas dasar DPA dan SPP -

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk - kegiatan yang

o dﬂakukan melalm penyedla barang/ jasa dlkeluarkan oleh Kaur

- Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP

| yang dlajukan oleh Kasi pelaksana keglatan anggaran dan telah

A
R ayat (2), ayat (3), dan ayat. (4) dibuktikan: dengan kuitansi’
®

; Ku1tans1 pengeluaran sebagalmana dlmaksud pada ayat {5)_ o

@

_' : _dxtandai:angam oleh penerima dana.

_ o dlsetu_]ul oleh Kepala Desa. _ |

. __ -..(4'). Pengeluaran atas beban APB Desa - untuk belan_]a pegawa.l,'
o dllakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan dlketahm .
. oleh’ Kepala Desa. '

-Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana':dimak'sud pada

pengeluaran dan kuitansi penenmaan

dltandatangam oleh Kaur Keuangan

Kultanm penenmaan ‘sebagaimana  dimaksud pada - ayat {5) -

Pasal 66

o 'Bu'ku kas  umum yang ditutup  setiap . akhif } bulah' L
- Sebagannana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dllaporkan oleh
N Kaur Keuangan kepada Sekret_arls Desa paling lambat tanggal 10 -
- _[sepu_luh) bulan _.berikutny_a. - ' R '

s




_(2);.

3)
' ~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2). disampaikan kepada Kepala_

(1)

1

- (3)

Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |

Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
Desa untuk disetujui.
Bagian Keempat

. Pelaporan
Pasal 67

Kepala Desa ményampaikan laporan pelaksanaan APB Desa

semester pertama kepada Bupati melalui camat.

Laporan sebagalmana Dimaksud pada ayat(1) terdm dari:

S oa laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan reahsa31 keglatan

Kepala Desa menyusun laporan sebagalmana dimaksud pada ayat

(2) dengan cara menggabungkan selu_ruh laporan sebagaimana

 .dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli

tahun berjalan.

. Bagian Kelima
' Pertanggungjawaban
Pasal 68

Kepala Desa menyampaikan laporan perfanggung jawaban

realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir

~ tahun anggaran,

Laporan pertanggung]awaban sebagalmana dimaksud pada ayat.
(1} dlsampalkan pahng lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

_Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dxsertai )

dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas: _
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan é_tas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lamnya R

yang masuk ke Desa.




(2)

°

Pasal 69

Laporan Pertanggungjawaban Sebagaimana:dimaksud dalam -Pasal :

66 inefupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Désa akhir tahun anggaran.

Pasal 70

“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;

. laporan realisasi kegiatan;

b
- ¢. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksa..na;” '
4 o

. sisa anggaran; dan

alamat pengaduan.

Pasal 71

- Format kode rekening, materi muatan penyusunan Peraturan
- Desa tentang penyusunan APB desa, peraturan desa tentang APB
desa, Peraturan Kepala desa tentang penjabaran APB desa,

panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa,

peraturan desa tentang perubahan APB desa, Peraturan Kepala
Desa tentang penjabaran perubahan APB desa, DPA, DPPA, RAK
desa, buku pembantu kegiatan, laporan perkembangan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran, SPP, laporan akhir realisasi

- pelaksanaan kegiatan dan anggaran, DPAL, Peraturan Desa

tentang Perubahan APB desa, peraturan kepala desa tentang
Perubahan Penjabaran APB Desa, buku kas umum, buku

~ pembantu kas umum, kuitansi, laporan pelaksanaan APB Desa
“semester pertama, dan laporan pertanggungjawaban tercantum

- dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl -

Peraturan Bupati ini.




(1)

(2)

BAB V
' PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

' Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi

pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Pembinaan sebagéimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk pemberian bimbingan dan/atau pelatihan Aplikasi Sistem

- Keuangan Desa (Siskeudes) penyelenggaraan APBDesa yang

mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban APBDesa dan lain-lain.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk evaluasi rancangan dan/atau Peraturan Desa tentang
APBDesa, pengkajian, penelitian, pémeri_ksaan, dan evaluasi
penyelenggaraan  APBDesa yang mencakup penyusunan,
pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan,dan pertanggungjawaban
APBDesa.

Pasal 73

Kepala Desa melakukan pembinaan_ dan pengawasan kepada
PTPKD. | | |

Pengawasan Kepala Desa kepada PTPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dalam hal penatausahaan APBDesa melalui

pemeriksaan administrasi keuangan desa setiap akhir bulan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 74

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran

- administrasi dan/atau pelanggaran Pidana diselesaikan sesuai.

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

o #BY




K T" NTUAN PERALIHAN
Pasal 75

. Pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini masih  berjalan
‘berdasarkan ° Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 Tahun 2015
tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Boa.lerno tetap berlaku sampai Tahun 2018 sepanjang

tidak bertentangan ctengan Peraturan Bupati ini.

.-_Pengel:olaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Boalemol Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Boalemo Berité
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 511) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 77
Pét_'éituran Bupati ini mulai berlaku pada tahggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan '
‘Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 2 Jatar) 2019
BUPATLBUALEMO, ‘{/

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
geal 4 Janugm 2019

~ HUSAIN A BJANGO | |
 (BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR .

?42)_
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' . LAMPIRA\I PERATURAN BUPATI BUALEMU

NOMOR -~ : |.. TAHUN-2019
TANGGAL -2 Jon TAHUN 2019
TENTANG ~:  PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A Fomlat Lode Rekemng

Al Daftar Kode RekenmgBldang, Sub Bldang, dan Kegiatan

- fode Rekenin

'BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

-

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
|Bidang Penye¢lenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan keglatan yang
digunakan untuk mendu kung terselenggaranya fungsi pemerintahan Deqa yang mencnhm:
1114 Sub Bidang Penyclenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasmnal
: Pemerintahan Desa {(Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
431111 01 [Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1111 02 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
111103 ° Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
{1111 04 |Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,
perlengkapan perkantoran, pakaian dlnas/ atribut, listrik/telpon, dil)
1111} 05 |Penvediaan Tunjangan BPD
11| 06 {Penyediaan Operasional BPD {Rapat-rapat (ATK, makan-minumy}, perlengkapan
. perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas. listrik/telpon, dil)
1111 07 |Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1} 1 190-99]Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
- {Operasional Pemerintahan Desa
132 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemeriniaban Desa
1121 01 iPenvediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
112 02 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
12| 03 i{Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
112 {90-99}lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1i3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
113] 01 |Pelayanan administrasi umum dan kependudukan {Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta
Kelahiran, Kartu Keluargg, dil)
113} 02 }(Penyusunan/ Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potcn31
desa)**
11 3| 03 [Pengelolaan admiristrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1] 3] 04 |[Penvuluhan dan Penyadaran Masvarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
113 05 |Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1| 3 {90-99lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan
f kearsipan* -
114 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1}4 01 |[Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes {Musdes,
| Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dil., bersifat reguler)
114} 02 |Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bcrmfat non
'. . reguler sesuai kebutuhan desa)
114| 03 i{Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
'1{4/| 04 [Penyusunan.Dokumen Keuangan Desa {APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan
1 : seluruh dokumen terkait)
114| 05 }Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1}{4| 06 }Penyusunan Kebijakan Desa {Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
' ' Pembangunan /Keuangan) :
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114 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhlr
o tahun anggaran, laporan akhu' masa jabatan, laporan keterangan akhlr tahun anggaran
. “jinformasi kepada masyarakat)- '
1[4} 08 {Pengembangan Sistem Informam Desa - :
114] 09 |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar
. _iDesa/Kecamatan /Kabupaten, Pihak Ketiga, dIlj** : =
1141 10 |Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pcmlhhan Kepala Kemlayahan dan S
__-{Pemilihan BPD {vang meniadi wewenang Desa) '
1141 11 |Penyelenggaraan Lomba antar kewﬂayahan da_n pcngmman kontmgen dalam menglkuu
.- '{Lomba Desa : -
1|4 190-99]lain-lain keglatan' sub bxdang tata praja pemenntahan, perencanaan, keuangan dan
1B pelagoran : : -
115 ' Sub Bidang Pertanahan
1|51 01 |Sertifikasi Tanah Kas Desa
1115] 02 |Administrasi Pertanahan {Pendaftaran Tanah, dan Pemberlan Reglstra81 Agenda
: Pertanahan) :
1|5} 03 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
11 5] 04 |Mediasi Konflik Pertanahan
1| 5] 05 [Penyuluhan Pertanahan
1{5] 06 [Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1:115] 07 [Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
15 90 99 tain-lain kegiatan sub bidang pertanaghan®
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunesn Desa berisi sub bldang dan. keglatan daiam .
- [pembangunan pendldlkan kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak
berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non
. fisik seperti pengembangan dam pembmaan bidang ini mencakup:
211 - |Sub Bidang Pendidikan L
12]1] 01 |Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan-
Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
1} 02 |Dukungan Penvelenggaraan PAUD {APE, Sarana PAUD, dst}
211} 03 [Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masvyarakat
1211} 04 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar
Milik Desa **
2|1{ 05 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
- Desga**
211{° 06 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana/ Alat Peraga
IR A R Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2111 07 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemngkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan
o Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa*
2|1} 08 |Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku—buku Bacaan, Honor Penjaga
1 untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) '
21 1] .09 {Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2111 10 [Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin @erprestam
{211 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendldlkan*
2121 Sub Bidang Kcsehatan :
1212] 01 |Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan 1
* linsentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsn bag1
: - {Keluarga Miskin, dst}.
21 2] 02 |Penyelenggaraan Posyandu {Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kclas Lansia, Insentif
- 1| - |Kader Posyandu) :
2| 2] 03 [Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Keschatan {untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader
B . |Kesehatan, dil) :
2121 04 |Penyelenggaraan Desa Siaga Keschatan
2421 05 |Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa




-43 -

06

Pengasuhan Bersama atau Bina Kejuarga Balita (BKB) -

1212
21 2| 07 |Pembinaan dan Pengawasan Upava Kesehatan Tradisional
21 2] 08 (Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2121 09 [Pembangunan/Rehabilitasi/ Penmgkatan /Pengadaan Sarana/ Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD **
21 2190-99 lam-laln kcglatan sub bldang kesehatan*
2131 . |Sub B1dang Pekerjaan Umum dan Pehataan Ruang
2131 01 |Pemeliharaan Jalan Desa
2131 02 [Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permuk:man/ Gang
2131 03 [Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
2131 04 |Pemeliharaan Jembatan Milik Desa ' : :
213| 05 [Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong—gorong, Selokan Box/! Slab Culvert, Drainase,
: Prasarana Jalan lain}
2131 06 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
213| 07 Pemchharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Mlllk Desa/Petilasan Milik Desa -
2131 08 {Pem chharaan Embnng Milik Desa
213 09 |Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
21 3] 10 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2131 11 Pembanguna.n /Rehabilitasi / Pemngkatan / Pengerasan Jalan Llngkungan Permuklman / Gang
3| 12 !Pembangunan/ RehabxhtasQPenmgkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani **
213| 13 jPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jombatan Milik Desa **
2]13| 14 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong—gorong, Selokan
.. |Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
21 31 15 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2]13| 16 |Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Mlhk
1 . {Desa/Petilasan _ :
2131 17 |[Pembuatan/Pemuiakhiran Peta Wilayah dan Somal Dcsa *
21 3| 18 [Penvusunan Dokumen Perencanaan Tafta Ruang Desa
21 3| 19 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
21 3] 20 jPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Dcsa
2| 3 190-99|lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
214 Sub Bidang Kawasan Permukiman
| 2|4 01 |Dukungan pelaksanaan program Pcmbangunan / Rehab Rumah Tldak Layak Huni (RTLH)
: GAKIN (pemetaan, validasi, dil) '
214! 02 |Pemeliharaan Subiur Resapan Milik Desa :
141 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Mlhk Desa (Mata Alr/Tandon Penampungan Alr
1 |Hujan/Sumur Bor, dlj ' 3
2141 04 [Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dIl}
24| 05 {Pemeliharaan Sanitasi Permuklman (Gorong- gorong, Sclokan, Parit, dEI dlluar prasarana
. {jalan) '
2141 06 |Pemeliharaan Faqlhtas Jamban Umum/ MCK umum, dli .
21 4] 07 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permuknnan (Penampungan, Bank v
N Sampah, dll)
‘21 41 08 |Pemeliharazn Sistem Pembuangan Air Limbah {Drainase, Alr hmbah Rumah Tangga)
2141 09 |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2141 10 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
21 4] 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik' Desa (Mata Alr /Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dilj**
214t 12 {Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemngkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga _
3 {pipanisasi, dil) ** :
2141 13- Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman {Gorong—gorong, Selokan
o Parit, dli., diluar prasarana jalan) **
214 14 |Pembangunan/Rehabiiitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dlf **
2144 15 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pcngelolaan Sampah Desa/ Permulaman
{(Penampungan, Bank Sampah, dljj**
2141 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air L1mbah (Dramasc Alr
|limbah Rumah Tangga)** .
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2141 17 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
21 4 190-99{lain- lam keglatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
215 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2151 01 |Pengelolaan Hutan Milik Desa
2| 5] 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa '
2 5_ - 03 Pelatzhan / Sosialisasi/ Pcnyuluhan / Penyadaran tcntang Lingkungan I—Ildup dan Kehutanan
215 190-99 lam lain keglatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
216 - Sub Bldang Perhubungan, Komumkam dan Informatlka
216 01 |Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa :
216 02 |Penyelenggaraan Informasi Publik Desa {Misal : Pembuatan Poster/ Bahho Informasi
mE enctapan/LPJ APBDes untuk Warga, dli)
2161 03 [Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komun1kas1 dan Informasi Lokal Desa
2 | 6 190-99]lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2|7 Sub Bidang Energi dan Sumber Dava Mmeral i :
2171 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2 _7. 02 |Pembangunan/ Rehablhtam / Pcnmgkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tmgkat
- Desa **
1 7 190-99)1ain- lam kegiatan sub bidang Energx dan Sumber Dava Mmeral*
1218 : Sub Bldang Panmsata
12]8] 01 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
21 8] 02 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarama dan Prasarana Panmsata Mﬁ:k Dcsa falad
121 8] 03 |Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa :
121 8190-99 lam lam keglatan sub bldang panwxsata*
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA ' :
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan keglatan untuk menmgkatkan
peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mcndukung
proses pembangunan desa vang mencakup:
311 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3|1] 0! [Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan
pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll} **
31 1] 02 jPenguatan dan Peningkatan Kapamtas Tenaga Keamanan/ Keternban oleh Pemermtah Desa
. |{Satlinmas deda) -
=1 14 03 |Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pehndungan Masyarakat (dengan
o masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa -
3111 04 (Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
311} 05 {Penvediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lakal Desa
13] 1] 06 |Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin S '
3| 1] 07 .|Pelatihan/Penyuluhan/ Sosxahsasx kcpada Masyarakat di Bldang Hukum dan Pehndungan
N _ |Masyarakat
13 ]:190-99}1ain-lain kegiatan sub bldang Ketenteraman Ketertiban Umum, dan- Pehndungan
' . Masyarakat*
43121 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
13{2{ 01 |Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa- -
312 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakﬂ Desa di tmgkat
Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3| 2| 03 |Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari
kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
312} 04 Pemchharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan M:hk Desa **
3127 05 Pcmbangunan /Rehabilitasi/ Pcmngkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah -
Adat/ Keagamaan Milik Desa **
3 | 2 190-99!1ain-lain kegiatan sub bidang Kebudavaan dan Keagamaan*
313] ISub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
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w0

01

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagal Wakil Desa di tlngkat
Kecamatan dan Kabupaten/Kota

02

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan -Wawasan_
Kebangsaan, dll) tingkat Desa

03

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Qlah Raga Milik Desa** .

(o) [44] [48)

48] [4] [4V)

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah :

- |Raga Milik Desa**

06

Pembinaan Karang Tamna[ Khabk Kepemudaan/Klub Qlah raga

[ov] [95]

Wl

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

- 1Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

01

Pembinaan Lembaga Adat

02

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03

Pembinaan PKK

e oo |wo e [
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04

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masvarakat*

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

B

Bidang Pemberdayaan Masyarakat .mencakup sub-bidang dati kegiatan yang diarahkan

" luntuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam memngkatkan
- {kesejahteraan masyarakat, vang mencakup: :

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

01

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

EN N R
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03

Pembangunan / Rehabilitasi/ Penmgka::an Karamba/ Kolam Penkanan Darat Mlhk Desa**

04

Pembangunan / Rehabﬂuam /Penmgkatan Pelabuhan Perikanan Sunga: /Kecﬂ Mlhk Desa™

05

| Bantuan Penkanan (Blblt/ Pakan/ dst)

06

Pelauhan/ Blmtek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perlkanan Darat/ Nelayan

90-99

lain- Iam keg:atan sub bldang kelautan dan pemleanan*

.{Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

o] | ]

01

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan {Alat Preduksi dan pengolahan pertanian,
penggilingan Padi/jagung, dil}

o =

02

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dli)

03

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll} -

04

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

05

INFNH

io:owl\?

90 99

Pelatihan /Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertaman / Peternakan o
lam—lam keglatan sub b;dang Pertanlan dan Petemakan :

|Sub Bldang Pemngkatan l{apasnas Aparatur Desa

01 -

Peningkatan kapasitas kepala Desa

02

BN

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

03

Peningkatan kapasitas BPD

ENESENENFN
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90-99

lain-lain kegiatan sub bldang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

Sub Bldang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatihan /Penvulahan Pemberdayaan Perempuan

02

Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak

03

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

KNI FNFN EN

Bl || |

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah {(UMKM)

01

Pelatihan Manaiemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

ENFYNN

919 [6:] [¢)]

02

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasx
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03

415 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian -
4 15 190-9%{1ain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

4t6} . Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal .

416] 01 {Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

4| 61 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM De&a (Pelatihan vang dilaksanakan. oleh Desa)

41 6190-99 lam-lam keglatan sub bidang Penanaman Modal* '

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

01

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

02

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios.milik Desa **

03

Pengembangan Industri kecil level Desa

RN ey B
RN ENEENE N

- 04

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktlf

|{pensrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil) **

4
~J

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian®*

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk
kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: -

‘e

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

00

Penanggulangan Bencana

Subl Bidang Keadaan Darurat

00

Keadaan Darurat-

ooy
o |wo nafra |s= [

Sub Bidang Keadaan Mendesak
Keadaan Mendesak - :

00

* o= {Penémbah’an Kéglatan ditetapkan oleh Kabupétcn /Kota)
** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau
Rehabﬂn:am, atau Pcmngkatan atau Pengerasan) :
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- A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening o : . )
a b1 c d _ o . Uraian
4 PENDAPATAN
4 1 Pendapatan Asli Desa
4 1 1 : Hasil {fsaha
.4 111 01 - . ‘Bagi Hasil BUMDes
4 1 1-190-99| - Lain-lain
4 112 Hasil Aset :
4 1 21 01 - Pengelolaan Tanah has Desa
4 11 2| 02 ]. . Tambatan Perahu
4 I 2103 }. "Pasar Desa
4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum
4 11.2 05 | Jaringan Irigasi Desa’
4 11 2 06 . _Pelelangan Tkan Milik Desa
41 21 07 -~ Kios Milik Desa -
4 11].2 08 }. Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4 11]1.2 190-99 Lain-lain
4 1 3 . Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
o 1 1.3 ). 01 " Swadaya, partisipasi dan gotong royong
e b 1] 3 }90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4110 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa
41 1 4 190-99 Lain-lain
4 12 Transfer
41.2 1 Dana Desa
4 2 1 01. Dana Desa
41212 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4 21 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retrlbusx Daerah Kabupaten/kota
4.4.21 3 - Alokasi Dana Desa - -
41 2173 01 | . Alokasi Dana Desa
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi
41 2] 4 0t Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
41 2-1-4 }190-99 . Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
— T 2151 o1 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
"4 { 2| 5 |90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4 1 3 Pendapatan Lain-lain
-4 311 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4 3 T 101 Penerimaan dari Heasil Kerjasama antar Desa
4 | 3| 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
41 37 21 01 " Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4.1 313 : Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
41313 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4 1 3] 4 "Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga '
4 3] 4] 01 { Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
413415 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penenmaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4131} 5 01| Koreksi kesalahan belanja tahun-+tahun anggaran sebelumnya yang mengambatkan
| ~ .|'~ penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
141 3] 61| .| BungaBank
| 413161 01 ‘Bunga Bank .
4 3|91 Lain-lain pendapatan Desa yang sah
1 4 3 1.9 190-99 " Lain-lain pendapatan Desa yang sah
-} 8 | - . {BELANJA .
-5 1 © . |Belanja Pegawal :
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B, 1111 ‘Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
511 1| o1 Penghasilan Tetap Kepala Desa
519.1 1.1 02 Tunjangan Kepala Desa
5114 1 |90-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5 14§ 2 ~{ Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5 1 21 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
-5 11 21 02 |  Tunjangan Perangkat Desa .
S i1 2 {90-99] . ‘Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5 1] 3] . Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5 1131 01 ‘Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5 1 3 02 . Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
S| 14131 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa .
5 1 3 04 . Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5 1 4 Tunjangan BPD
5 1 4 01 ‘Tunjangan Kedudukan BPD
5 11 4 02 Tunjangan Kinerja BPD
5 2 Belanja Barang dan Jasa
5|1 211 Belanja Barang Perlengkapan - : oy
512 1 01 . Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos -
B S 12 1 02 Belanja Perlengkapan Alav-alat Listrik _ : :
s 12111 o3 " Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/ Peralatan dan Bahan Kebers'.lhan
o] 2 1 04 "Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5.1:2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
51 2 11 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum] - Belanja Barang
512 11 07 Belanja Bahan/Material ' :
5 1.2 1 08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
s 211 09 Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/Atnbut
.54 2 1 10 Belanja Obat-obatan -
.5 2 1 At Belanja Pakan Hewan/lkan, Obat—obatan chan
) 2 1 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5} 2|1 {90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lamnya
5 2 2 Belanja Jasa Honorarium'
5121 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
51212 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
B Ri 212 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber
1 2 2 05 ‘Belanja Jasa Honorarium Petugas
5 [271 2 [90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
51 2]3 ' Belanja Perjalanan Dinas : :
51213 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
51 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
51 21| 3| 03 Belanja Kursus/Pelatihan :
51 214 . Belanja Jasa Sewa
51 2 4 ] 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/ Ruang
S 2 4 ] 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
51 21 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5 214 19099 Belanja Jasa SewaLainnys’
51 2 5 Belanja Operasional Perkantoran
51 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik
S 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
51 2 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
53215 04 Belanja Jasa Langganan Telepon
5f12i5]| 05 Belanja Jasa Langganan Internel _
5|1 2}1.51 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro T Lo
5|2 5 07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak : o
51 2 5 |90-99 ‘Belanja Operasional Perkantoran Lainnya -
5 2 6 Belanja Pemeliharaan _ ' —




-
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5|1 21 6] 01 ".Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
-5 2 6| 02 - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5 2 6 03 - Belanja Pemeliharaan Peralatan
51216 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
5|1 2161 05 " Belanja Pemeliharaan Jalan
a1 2 6 06 " - Belanja Pemeliharaan Jembatan :
Sy 26| 07 Belanja Penteliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air-
_ Limbah, Persampahan, dil}
5121 6_ 08 (E;g}lanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internﬂt Komunikasi,
5121 6 |90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya _
5 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5|1 217 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat :
) 2171 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan Kke
' masyarakat
51247 Q3 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
-3l 2117 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
512173 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman /Hewan /Ikan
252 7 190-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
__§ 13 Belanja Modat
- 1311 Belanja Modal Pengada‘an Tanah
o131 1] o1 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5313 1 Q2 Belanja Modal Pembadyaran Honorarium Tim Tanah
513 1-1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
51 3 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
51 3] 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
513 1 190-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5 3| 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
51313 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
51 3 2 02 Belania Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
51 3 21 03 Belanja Modal Peralatan Komputer
51 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
541312 05 Belanja Moddal Peralatan Dapur
5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu
5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
55312 08 Belanja Madal Peralatan khusus Kesehatan
B 3121 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan /Petemakan
__ 51312 10 Belanja Modal Mesin
‘51 3] 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat |
51 3] 219099 "Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5 3 3 Belanja Modal Kendaraan
5131 3 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
51313 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
-5+ 313 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
51313 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
51313 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
571 3 | 3 {90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya
'5 3 14 . Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
51 3 4 {01 Belania Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
5.1+ 3141 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
51 34314 03 Belanja Modal Bahan Baku
5] 341 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
"5 315 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
51 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 3 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
513} 5 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan




S 316 . Belanja Modal Jembatan
913 ].6} 01| Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keglatan
51 .3 & 02 —_Belanja Modal Upah Tenaga Kerja -
51316 03 |  Belanja Modal Bahan Baku
5131] 6 04 - Belanja Modal Sewa Peralatan ' :
51 3 7 Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/ Drmnase JAir lebah / Persampahan '
S 3 7 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 7 1.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 317 03 Belanja Modal Bahan Baku
S ) 317 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
51.3}1 8| . Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5}1 31} 8 o1} Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan -
51318 02 . Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
gS) 3.1 8 03 . Belanja Modal Bahan -Baku
-5 3181 04 - Belanja Modal Sewa Peralatan
513} 91} - Belanja Modal lainnya
513 9 ol Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
S {3 1|9 02 . Belanja Modal khusus Olahraga
513191 .03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
513191 04 - Belanja Modal Tumbuhan/Tanamarn
R 91 05 | Belanja Modal Hewan
., 3| 9 {90-99 Belanja Modal Lainnya
5 41 -1Belanja Tak Terduga
St 4111} : Belanja Tak Terduga
54141 17} 01 { = Belanja Tak Terduga
6 | - 7 {PEMBIAYAAN
N ) 1 Penerimaan Pembiayaan
611 1 . SILPA Tahun Sebelumya -
6] 1 1 01 SILPA Tahun Sebelumnya
.6 |11 2 Pencairan Dana Cadangan
6| 11-2 01 Pencairan Dana Cadangan
61113 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
611 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6| 1 ]9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
61 1.1 9 {9099 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6.2 ' - {Pengeluaran Pembiayaan
2 1 Pembentukan Dana Cadangan
(o 21 1 01 Pembentukan Dana Cadangan
6 |2 2 Penyertaan Modal Desa ,
61 2|2 01 Penyertaan Modal Desa
6 | 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6.2 9 190-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya
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- B. Fonnat Materl Muatan Penyusunan Peraturan Desa tentang

Penyusunan APB Desa

-MATERI I\fIUATAN
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG
PENY_USUN_AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN-BELANJA DESA

Materi muatan Peraturan BupatlfWah Kota tentang Penyusunan APB Desa

paling Sedlklt ‘memuat:

A Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota deng.an

kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebuakan prlOI’ltaS penggunaan Dana
Desa. ‘ ‘

- B. Prinsip Penyusunan APB Desa

' Memuat uraian tcntang prinsip- prmmp yang harus menjadi pegangan
dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:
I. Sesuai "dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa
~ berdasarkan bidang dan kewenangannya;

2. Tepat wakt, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudabkan masyarakat mengetahui dan
. mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
* 4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tlnggl dan peraturan daerah Iamnya di.

C. 'chgakanPcnyusunan APB Desa

Adalah kebn_jakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam
perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait
~ dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Péﬁyﬁéﬁnan APB  Desa disusun dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
" Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan

- memperhatikan keterkaitan antara pendinaan dengan keluaran yang

diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan
‘termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu uvkuran keberhasilan yang akan dicapai dari
~ kegiatan yang direncanakan; ' '

2. Capaian atau target kinerja, yaitz merupakan ukuran prestasi kerja yang
- akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap kegiatan,

Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suata daerah yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Wali Kota. ‘

' D .'Tc_kni's' Penyusuna_n APB Desa

Menguraikan tentang:

L. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait

waktu dan tahapan penyusunan hinggapenetapan APB Desa.

2. Substansi APB Desa
APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-
masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun
yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.




a. Pendapatan
‘Pendapatan. Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran
~ berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan -
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu
dalam pedoman penyusunan APB Desa harus mcmuat hal-hal yang
harus diperhatikan, yang meliputi: '
(1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan

dari transfer; dan’
(2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pcngalokasmnnya
" b. Belanja :

Belanja Desa harus = diarabkan digunakan untuk ‘pelaksanaan
pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemetintah Desa. yaitu
kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang
ditetapkan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.
Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal
yang - harus  diperhatikan dalam ' penyusunan APB  Desa dari  sisi
belanja yang meliputi belanja pcgawzn belanja barang/jasa, dan
belanja modal.

_Pedoman penyusunan APB  Desa harus mengatur hal-hal yang
memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output . yang
akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah - logis dan telah
memperhitungkan tingkat kemahalan serta Kondisi geografis Desa.
‘Desa dapat mengatur standar satuan bharga yang disesuaikan dengan
‘mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika
terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupatcn
maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

.. Pembiayaan Desa _
' Pedoman penyusunan- APB Desa harus menguraikan secara tinci hai—
hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan  APB Desa dard sisi
" pembiayaan, yang meliputi:
(1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali
dana cadangan; dan
(2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penycrtaan modal dan
penganggaran dana cadangan. ‘ '

3. Cara mengisi format APB Desa

" a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa,
yang dipungut/dikclola/  diterima  oleh Desa. Jenis dan Objek
pendapatan Desa  sclanjutnya - dituangkan dalam  penjabaran APB
Dcsa.

b. Rencana belan_]a terbagl atas klasifikasi bidang dan klasifikasi
ckonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan.
Klasifikasi ekonorni diuraikan menurut jenis belanja, objek. belanja,
dan rincian objek. Objek belania dan rincian objek belanja dituangkan
dalam penjabaran APB Desa.

¢. Rencana pembiayaan memuat kelampok penerimaan pembiayaan
vang dapat digunakan untuk = menutup defisit AFB Desa dan
pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk mcmanfaatkan
surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok,
jenis, dan objck, pembiayaan. Objck pembiayaan dan rincian objek
pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. Hal-hal Khusus Lamnya

Mcngur.:ukan tentang hal-hal lain dan khusus - yang perlu diperhahkan

dalam penyusunan APB Desa, diantaranya:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dintamakan dilakukan
melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan
dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan
melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja,
dan pemberdayaan masyarakat seiempat.

2. Kebijakan kabupaten/kota.




bl )

Menimbang . :

Mengingat

_ Mcuctapka.ﬁ

- C:1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

' KEPALA DESA ..... (Nama Desa) -

KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten,/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Dcsa)
' NOMOR .. TAHUN .

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
: ' TAHUN ANGGARAN .

DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

.- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

- dari pengelolaan kevangan Desa dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggung jaweb untuk sehesar—besarnya kcmakmuran
masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan  Belanja . Desa Tahun

Anggaran ... teomuat dalam  Peraturan Desa tentang
Anggaran DPendapatan dan  Belanja Desa Tahun Anggaran
- yang disusun sesnai dengan kebutuhan penyelenggaraan

. pemcrintahan  Desa © berdasarkan.  prinsip  kebersamaan,

w1

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan londasan kuat dalam
melaksanakunn  pemerintahan dan  pembangunan  menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;

..... .
aeuy

...... dan seterasnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... {(Nama Desa}
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa) -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN ... :




(..

Pazal 1 '
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
... clengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa |28 o S .
2. Belanja Desa 24« TRV UOT U
Surplus/Defisit L% 3 SR '
3. Pernbiayaan Desa
a, Penerimaan Pembiayaan ) Rp.
virererecienioene. B Pengeluaran  Pembiayaan
134 » T Selisih Pembiayaan ( a2 — b )
Rp e
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belzm_]a
Desa sebapaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran scbelumnya, jika ada.

Pasal 4
chala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pclaksanaan APBDesa,

Pasal 5

(1} Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak. .

(2) Pendanraan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.

{3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan -
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjuthya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APB Desa.

(4} Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (]) harus
memcnuhi kriteria:

a. bukan merypakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintalh Desa dan  tidak dapat™ diprediksi
-sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara beruldng,

¢. berada diluar kendali dan pengarnh pemerintah
Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

. berskala lokal Desa.

. Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tabhun berjalan;
b.keadaan yang menyebabkan  harus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumrrya




dan menyebabkan SiLPA -akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan. L o _
kepala Desa dapat mendahului  perubahan  APB Desa
- dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB. Desa dan memberitabhukannya .

kepada BPD. '

L Pasai 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan. '

Agar setiap orang dapat mengetahuni, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Desa ini dalam Lembaran
" Desa... ....{Nama Desa). -
Ditetapkan di ....cccccecrnneen.
pada tanggal ....coeiiiiiiiecinns
_ 'KEPALA DESA -..(Nama. Dcé;a}
tanda tangan -

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), .
. tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...




.‘.

C2. Format APB Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA... ... ..
NOMOR..........TAHUN... ............
TENTANG '

ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.'

PEMERINTAH DESA..............

TAHUN ANGGARAN...........
“ontoh:
KODE REKENING . _URAIAN | ANG-}E\}QRAN" SUMBER DANA
1 2 3 4 5.
a b c il alb
4 PENDAPATAN -
4 1 |PADesa '
o 2" | Transfer
4 .| 3 |Pendapatan lain-lain
' JUMLAH PENDAPATAN
! 5 BELANJA
5 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 1} Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
' | Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1 1 |01 _ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

IKepalaDesa

‘{Belanja Pegawai

(o1 1 {01 {5 1

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

- |Statistik dan Kearsipan

- . -|Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

1 3 101
N {Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,
. di o :
1 3 lio1l: 5 2 |Belanja Barang dan Jasa
2 P Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 1 | Pendidikan
2 1 {105 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan =

Desa/Sanggar Belajar




W

‘s

a5

2 1 5. Belanja Modal
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan.
|Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 5 Belanja Tak Terduga
5 1 o Keadaan Darurat
5 1 5 Belanja Tak Terduga B
dst : ' '
JUMLAH BELANJA
SURPLUS ADEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
6 Penerimaan Pembiayaan
-6 Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangang Cara Pengisian
diisi berdasarkan klasifikasi Bldang Kegiatan:

Kolom 1|

Kolom 2

- Kolom 3

Kolem 4

- Kolom ,§- -

a. bidang;

b. sub bidang; dan

¢c. kegiatan

T S YN

Kepala Desa,

ditsi ‘berdasarkan klasifikasi ekonomai terdiri darl Pendapatan Belan_;a dan

Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan. .
Bagian"Belan_ja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis keglatan)
Bagian Pembnayaan diisi:
a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

dusn uraian Pendapatan, Belanja dan Pemhzayaan (nomenklatur dan kode

rekemng lihat lampiran A Permendagri ini}

diisi dengan _;umlah anggaran yang ditetapkan

kegiatan (kolom 1.c) terkalt

_ diisi sumber Dana ditsi dengan Sumber Dana ycmg, mgunakan daiam




D 1. Format Rancangan Perkades tentang
dan Belanja Desa :

KEPALA DESA .

: (Nama Desa)
- _KABUPATEN/KOTA

(Nama Kabupaten/&ota) :

 PERATURAN KEPALA DESA.. (Nama Desa)
" NOMOR ... TAHUN .

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

' Menimbang

' Mcngin gat .

. Menetapkan :

TAHUN ANGGARAN NPT URUUAIN _
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

._KEI’ALA DESA... (Nama Desa),

bahwa sebagal pelaksanaan - ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa -

Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
. Desa_Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun Peraturan Kepala

" Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan = Belanja
“ Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ......; ' :

3 ......dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

'PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANIJA DESA...:." TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

: _'Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa Tahun Anggaran

...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp.. i

b. Transfer : ' Rp......oi.

c. Lain-lain Pcndapatan yang sah : - Rpoil
Jumlah Pendapatan . Rp.ovrriiiinne,

.2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.  Rp..o.ooovieeee.

b. Bidang Pembangunan 23> D

¢.. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.......c

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 14 T

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

. dan Mendesak Desa Rp




i

Jumlah Belanja

Rp.......cccceen. Surplus/(Defisit)
Rp.. ..
" 3. Pembiayaan Desa N
a. Penerimaan Pembiayaan S RpPe _
b. Pengeluaran Pembiayaan Rpeieiiin,
: Selisih Pembiayaan (a—b ) C Rpa
Pasal 2

Utaian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan .'Bel_anja'.'." '

" Désa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
"Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari. Pcraturan
Kepala Desa ini

Pasal 3

. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Bclanja Desa yana_ o

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dolkumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlakn pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan '

Peratmran Kepala Desa ini dcngan penempatannya dalam’ Benta Desa :
.. {fNama Desa) _ : :

Ditetapkan di ...ococc..........
pada tanggal ... e
KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

: t'anda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...




i

.2. Format Peﬂj_ﬁbarén Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT

C_ontoh

 LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR.......... TAHUN......ococooce.

TENTANG -
'PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN - -
DAN BELANJADESA - :

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA... ..

TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING:

1 KELUARAN/OUTPUT

VOLUME

_SATUAN

ANGGARA

SUMBER
_ DANA_

1 2

L

3

4

5

albilce

blcld

PENDAPATAN

PADesa

Hasil uszha

<Obvek Pendapatan=>

—_ ATransfer’

Dana Desa

Pendanpatan lain-lain

sl

W Wl U N S Sy
[t

' |Penerimaan dan Hasil Kerjasama
"|Antar Desa

b
W
-
1

.|<Obyek Pendapatan>

dst, .. .

FIMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa '

~|Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

o115 11

_{Belania Peaawai -

o1} 511}1

Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa

o1tslii

<Rincian QObvek Belania>

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan




Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Kelunarga, dll)

Belania Barang dan Jasa

_|BelaniaJasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

_|Pelaksanaan Pembaneunan Desa

{Pendidilkan

Pembangunan/Rehabilitasi/Penin
gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

Belania Modal

03

th
W
S

Belanja Modal Gedung dan

1103

=<Rincian Obvek Belania=

m—-\tJN

Penanggulangan Bencana,
K eadaan Darurat dan Mendesak

Penanreulancan Bencand

[#14]

Penaneoulanean Bencana

0o

Belania Tak Terduga

00

Belania Tak_Terduga

00

e A o b
ol L I i 2

00100

Belanja Tak Terduga

NIMUAH BELANIA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiavaan

SiILPA Tahun Sebelumnva

SiLPA Tzhun Sebelumnva

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

ChON O[S (O |EN N
N [R) s e

Pembentukan Dana Cadangan

ds

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangan Cara Pengisian:
" diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
‘a. bidang; - '

‘Kolom-1

Kdloni 2

b. sub bidang; dan

~ - ¢ kegiatan
Kode rekenming diisi berdasarkan klasifikasi ckonomi terditi dan Penda

Pembiayaan:

KepalaDesa,

patan, Belanja d_aﬁ o




#

.Kolom 3

Kolom 4

~ olom §

Kolom 6 :
Kolom 7 :

- Bagian pendapatan diisi;
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
" ¢ jenis pendapatan; dan
d: obyek pendapatan

- - DBagian Belanja dl!Sl

‘a. belama;
b. jenis belanja (dasesua;lkan dengan jenis Leglatan)
¢. obyek belanja: dan
~d. rincian obyek belanja.
- - Bagian Pembiayaan diisi:
a pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan; da.n
¢. jenis pembiayaan '
Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lamplran A Permendagri ini)
Volume diisi dengan volume {jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (Jumlah)
input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

;. Satuan dusxdengan satuan output {paket, umt km, Ha) kegnatan dan satnan (paket unit)

input pada rincian obyekbelanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

‘Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.¢) terkait



i

1.

E. Formaf Panduan Eva__l_u.asi Réncangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI :
S RANCANGAN PERATURAN DESA '
_ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

: A DASAR PEMIKIRAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakinuran masyarakat Desa
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa. :

APB Desa disusun sesual kebutuhan dan kewenangan Desa yang

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin’-

‘anggaran.
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa =
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota. '

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Manteri Dalam Negeri
perlu  mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan

' 'Bupatimelakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- dan Rancangan Peraturan Desatentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan panduan mi, yaitu:

1.

Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,

 keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam

membiayai Pembangunan Desa berdasatkamr  kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

. Tujuan Umum

Panduan mi bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupatidan/atau
Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1

. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan -

‘penilaian kepada Desa dalam kaitantya dengan kepatuhan penyusunan dan -

penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan

' Peraturan Desatentang Perubahan APB Desa.

. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk membcnkan -

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi

~ Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan APRB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- L

Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkmt dokumen penduk\mg dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa




-tentang APB Desa dan Rzmcangan Peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi 1dent1ﬁka.<;1 peraturan-peraturm yang melandasr |
- penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi kon51stcn51 substanm dan materl T

dcngan RPJMDesa dan RKP Desa; dan .

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang mehputl
pendapatan bclanja dan pcmblayaan

E. EVALUASI
1. Persiapan Evalunasi

a. Langkah—iangkah yang perlu dllakukan dalam pelaksanaan perSIapan
evaluasi, yaitu:

1)

2)

Pembentukan . Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten dltetapkan
dengan Surat Keputusan Bupatitentang Pembentukan Tim Pelaksanaan

Evalnasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evalua51APB

Dcsa, dalam . hal pelaksanaan - evaluasi - oleh Bupati.
Tim Evalua51 APB Desa Sebagalmana dlmaksud huruf a, terdlrl dari:

a) Ketua Pejabat pada Bagian Hukum Sckretarlat Daerah
Kabupaten boalemo

b) Sekretaris : Pecjabat pada Dmas Pemberdayaan Masyarakat
dan. Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan
lalnnya

- b) Anggota o SKPD terkait -

3) Berdasarkan Peraturan Menteri Bupatl dapat mendelegasﬂcan

5)

6)

evaluasi Rancangan Peratiran Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan ‘Desa tentang Perubahan APB Dcsa kepaﬁa carnat atau
sebutan lainnya.

Apabila pelaksanaan evaiuasn APB Desa dldeiegasﬂcan Lepada Camat
selanjutnya Bupaﬁmenerbltkan Surat Keputusan Bupati tentang
Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa.

Pendelegasian kewcnangan melakukan cvalua51 Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang -
Perubahan APB. Desa kepada camat atan sebutan lalnnya selan_]utnya
Camat membcntuk Tim EvaluaSI yang terdiri dari:

a) Ketua | ' Camat
b) Sekretaris . Kasi Pcmberdayaan Masyarakat Desa

¢) Anggota . Unsur " pemerintah kecamatan ) dan UPT
Kecamatan terkait

Anggota Tim Evalua31 dimaksud adalah pejabat atan staf yang memllﬂu
kompetensi. sesuai bldangnya dari unsur terkait untuk melakukan
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Segala biaya yang dibutuhkan. oleh tim evaluasi dalam melaksanakan

tugasnya. dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bcianja Dacrah
(APBD) Kabupaten/Kota



b. Dokumen Evaluasi
) Dokumen Utama

" a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dlsepakatl
bersama BPD; dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yvang telah
“disepakati bersama BPD.

_ 2) _.Dokurnen Penunjang (alat verifikasi)
a) Dlsampmkan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan. Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; atau

- Keputusan Musyawarah BPD Pcmbahasan dan Penyepakatan'
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana
cadangan, Perdes tentang pendinnan BUMDesa, hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa

- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokat berskal desa

- Peraturan Bupatitentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa

- Peraturan Bupatitentang Dana Desa
- Peraturan Bupatitentang Alokasi Dana Desa

- Peraturan Bupatltentang Bagi Hasil Pajak dan Retrlbusz
Daerah :

- Peraturan Bupati tentang Satunan Harga Kabupaten
yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
~ a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai -
beriknt: _ o
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

'b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
- yang akan dievaluasi;

¢} Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan vang akan dievaluasi; :




~d) Kesesuman Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan'
- teknis penyusunan peraturan Desa;
2) -Langkah-langkah evaluasi:
 a)Langkah 1 Pengumpulan dokumen evaluaSI .
b) Lahgkahl : Pencatatan nomor tanggal dan ke]engkapan lampiran .
semua dokuinen; :

"c) Langkah3 Penelltlan dan penganahsmn nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen; = '

- d) Langkah4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
- dengan ketentuan yang berlaku tentang batas Wak‘tu penyampaian
dokumen; :

: -é) Lan.gkah 5 :Kesimpﬁlan secara' narasi tentang hasil langkah 1 s/d

_ Catatan Jlka dari hasil pemenksaan kelengkdpan dokumen tldak terpenuln-
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi d1h1tung kembali
setelah dokumen diterima secara lengkap ' :

b, E:v_a'l__uzis'i kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
' Lan'gkah-lang'kah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

. Hasil Evaluasa |

~ Setelah selesai melaksa.nakan evaluast Rancangan Peraturan Desa tentang
- APB. Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim
Evaluasi menyusun laporan hasﬁ eva1u351 yang dltuangkan dalam Keputusan
Bupatlfw alikota. :

‘Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan

. Peraturan Desa tentang - Perubahan APB Desa sebagai umpan ‘balik kepada

. pemerintah ‘Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan

' terhadap Rancangan Peraturan Desa. tentang APB Desa atau Rancangan -

Peraturan Desa tentang Perubahan - ABDesa. Laporan hasil evalua51 (LHB)._

o tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

~+ (a)evaluasi atas 51stem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan -
- {b) evaluasiatas- substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evalunasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau -
‘Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dldlStl'lbl]Slkan
~ kepada

a. Kepala ‘Dinas Pemberdayaan Masyal akat dan Pemermtahan Desa atau
- sebutan Ialnnya dan

 b. Inspektorat Daerah Kabupaten.




- Lembar Evaluasi APB Desa
- Kabupaten/Kota -

1.3

Perdes tentang APB Desa/ Rancangan
Perdes tentang Perubaham APB Desa

BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Perdes tentang APB
Desa/Perubahan APB Desa

~ Kecamatan
Desa
: Kesesuailan
No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan
' Ya | Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 | Apakah semua dokumnen evaluasi telah
diterima dari Desa secara lengkap
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
tentang APB Desa atau Rancangan Perdes BPD Pembahasan dan disepakati bersama. Perdes
tentang Perubaham APB Desa dilakukan Penyepakatan Perdes tentang APB | tentang APB Desa/Perdes tentang
tepat waktu Desa/Perubahan APB Desa (lihat | Perubahan APB Desa harus
tanggal keputusan) - | diajukan kepada Bupatiatau
camat untuk dievaluasi
Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan Permendagri

mengenat BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:




AspekKebuakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

Umum

SIN[S]
ey

Apakah Ra:ncangan Perdes tentang o
APBDes/Perubahan APB Desa disusun -
berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan

tahun berkenaan

RKP Desa atau RKP Perubahan

-tahun berkenaan

512

Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan .-

2.2

Pendapatan -

2.2.1

Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis

2.2;2

Apalkah estimasi pendapatan Desa yang .
bersumber dari Pendapatan Asli Desa
rasional dan realistis, serta didapatkan
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Perdes terkait. PADesa(misal
Perdes tentang Pungutan, dll)

2.2.3

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan
realistis

2.3

Belanja

2.3.1

Apakah penempatan pos Belanjatelah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.3.2

Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai
dengan Kewenangan Desa

Perbup/Perwal tentang Daftar
Inventaris Kewenangan Desa

233

Apakah ada program/kegiatan yang =
dilakukan lebihdari 1 (satu) tahun anggaran
(multiyears) '

234

Apakah belanja Desa yang d1tetapl<an dalam:

APB Desa paling banyak 30% dipergunakan
untuk:

1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat




Desa;

2. operasional pemermtahan Desa;
3. tunjangan  dan operasional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Peraturan Bupati tentang ADD

pos penerlmaan pembiayaan terdapat SIIPA
tahun anggaran sebelumnya : -

2.3.5 j Siltap, tunjangan dan operasional untuk _

KepalaDesa dan Perangkat Desa sesuai yang atau Perbup tentang Penetapan
ditetapkan dalam peraturan : ' Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Bupati/Walikota. Desa -

2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Peraturan Bupat1 tentang ADD

' AnggotaBPD, serta insentif RT/RW ‘atau Perbup tentang Penetapan
dianggarkan sesuai yang dltetapkan dalam Siltap Kepala Desa dan Perangkat
peraturan Bupati/Walikota Desa '

2.3.7 | Alokasibelanja dengan output yang akan Standar Hargayang dltctapkan
dihasilkan logis karena telah Kabupaten/Kota
memperhitungkan tingkat kemahalan dan . IR :

_ geografis (Standar I—Iarg,,a)

2.4 | Pembiayaan : L

2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.4.2 { Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan

| untuk pembentukan Dana Cadangan : : :

2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan Desa tentang Dana
ditetapkan dengan Peraturan Desa Cadangan :

2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan

_ untuk penyertaan modal pada BUMDes
- |2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, Peraturan Desa tentang
' telah sesuai dengan peraturan perundang- Pembentukan BUMDes dan ha51l
undangan dan ditetapkan melalaui analisa kelayakan usaha
Peraturan Desa dan memenuhi mlal :
1 lkelayakan usaha. :
2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada




2.4.7

.Pada evaluasz.Per'ﬁbahan APB Desa, apakah
| SilPA tahun sebelumnyatelah dlgunakan I

seluruhnya.

Kesunpulan pemlaxan aspek Adm1nlstra51 dan Legahtas

" Evaluasi dilakukan tanggal:

_ Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

Untuk disetujui Bupati © . Nama

Untuk D.iperbaiki.]:')esa'” N - Jabat_'an_' '




" F.1. Format Peraturan Desa tcntang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
: Belan_;a Desa : :

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
"KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota}

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang ;- a. bahwa sehubungan fterjadi perkembangan yang tidak sesuai
Coe : dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
‘huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun

Anggaran ....,
Mengingat SRS U
. : 2. ... ;
3 dan seterusnya,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
- dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

- Menectapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN‘
S PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....semula

berjumlah Rp......,= (.. }, bertambah/berkurang sejumiah
Rpoooiiim (oo ) sehingga menjadi  Rp.......... R (P ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

a. semula Rpoericiiieiee.

b. bertambah/(berkurang) L3

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp..oooil.
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. 2. Belanja Desa

a. semula . - Rp. oo, :
b. bertambah/(berkurang) a )1 { T, e
Jumlah belanja setelah perubahan =~ Rp.ooiii.

Surplus/(Defisit) setelahh peritbahan Rp...ocie

' 3.° Pembiayaan Desa
"~ 3.1.Penerimaan Pembiayaan
a. Semuia . Rpoi
b. Bertambah/(berkurang) Rp..oooovveennn. :
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp....................
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula : Rp. s
b. Bertambah/(berkurang) -  Rpaiin

-~ Selisih Pembiayaan setelah perubahan{a-b )Rp................_.

Pasal 2 S
Uraian lebih lanjut ‘Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3 .
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
‘operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

: Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di ....................
‘pada tanggal ...

K.EPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

 SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA.

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN .. NOMOR ...



F.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa

LAMPIRAN PERATURAN _

DESA NOMOR ....... '
.. TEN TANG

TAHUN...

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN .

BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN' PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
' 'PEMERINTAH DESA. .
TAHUN ANGGARAN

Coutoh:
SEMULA : MENJADI BERTAMBAH/ | .
KODE REKENING : : : : - - SUMBER DANA
- _ - URAIAN - ANGGARAN (Rp.) URAIAN ANGGARAN -(Rp.) | (BERKURANG) o
1 2 _ 3 : 4 ' 5 .6 i 8
a_ clal b . '
KepalaDesa, ...,
(... )
Cara pengaszan
Kolom1 : diisi dengan kode rekenm;: berdasa:kan klamﬂkasn bldang kegiatan
Kolom?2 : diisi dengan kode rekemng berdasarkan klasifikasii ekonorm
Kolom3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
Kalom 5 diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Kolom6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom?7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber da.na '




: G 1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan KepalaDesa tentang
Pen_}abaran Perubahan APB Desa.

: KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA .. (Nama Kabupaten/Kota).

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa}
-~ . NOMOR ... TAHUN .

' ' : TENTANG '
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN wi-..... DENGAN -

RAHMAT 'TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

- DESA... (Nama Desa),

Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa

" Nomor...... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran
Pendapaian dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama -

B Desa) Tahun Anggaran ...... ;
Mengingat 1. ....;

' 20

- 3. ....dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

_Menetapkan PERATURAN  KEPALA DESA. TENTANG  PENJABARAN

.PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN. BELANJA :

DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1 -

.' Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran -
..semuila berjumlah ~  Rp....... = [ COTE TR Yor o
'bertamba}ﬂberkurang sejumlah Rp....... - (coveeenne }- sehmgga '

menjadi Rp.......... Il (TN ) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula Rp
b. Bertambah/(berkurang) Rpooooieiiiinenne,
Jumlah PADesa setelah perubahan -~ Rp

-
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1.2. Transfer
a. Semula -
b. Bertambah/(berkurang_,)

Jumlah pendapatan transfer setclah

Perubahan

Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

1.3.

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan
Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Bcian)a Desa

Rp

Rp

Rp
Rp

- Rp.
Rp.

'2.1. Bidang Penyclenggaraan Pemermtah Desa

a. Semula .
b, Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan
Bidang Pembangunan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

2.2

2.4

2.5

Jumlah setelah perubahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula : |23+ DO
b. Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah setelah perubahan
Bidang Penangguiangan Bencana,
Keadaan Daru:at, dan Mendesak Desa

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumiah setelah perubahan
‘Belanja setelah
Surplus/(Deﬁ51t)

Jumlah

Rp ..................

3 Pembmyaan Desa
3L Penerimaan Pcmbmyaan
a. Semula:
b. Bertambah/{(berkurang)
Jumiah setelah perubahan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
a. -Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Selisih Pembiayaan setelah perubahan

Pasal 2

Uraian lebith lanjut

- perubahan -

setelah perubahan

Penjabaran -~ Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagalmana dimaksud Pasal 1

tercantum dalam Lampiran
terp1sahkan dari Peraturan KepalaDesa ini.

yang merupakan bagtan tak



Pasal 3
: Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang dltetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) vang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

- . Pasal 4 _ o _ -
.'Pcramran Kepala Desa ml mulai - berlaku - pada tanggal
- diundangkan. - : . '
Agar  setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan  Peraturan. Kepala Desa ini dengan
. penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa) :

Ditetapkan di ..........
pada tanggal ...

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

_ Dlundangkan di ...
' pada tanggal

| SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
. tanda tangan
NAMA -

'BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN .. NOMOR ...



G.2.__F6rmat Penjabaran Perubahan A_nggaran Pendapat dan Bel'a.rij'a Desa .
| LAMPIRAN PERATURAN
DESA NOMOR.......

PEN.IABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- PEMERINTAH DESA.............. S

TAHUN ANGGARAN.......... |
SEMULA T [ - MENIADT - - -
KODE REKENING URALAN KELUARAN/OUTPUT| ANGGARAN |__URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN B%I;"I;“UR‘I”‘BA:IE; S%ER -
VOLUME |SATUAN! _ (Rp) | VOLUME | SATUAN Rp) (BERKL
1 2 3 T 4 B 5 6

. Cara penglslan : ' :

_Kolom 1 : diist dengan kode rekemng, berdasark'm klasxﬁkam bxdang keg:atan

- Kolomt 2 :’diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi- dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaransebelum perubahan :
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

_-Kolom 6 : diisi dengan sumbert dana

b



LIl

H. Format DPA
H.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN I

AN ANGGARAN®

TAHUN ANGOARAN .. oov i oo e seeses o ses e s

DESA
KABUPATEN
PROVINSI i : i : e
ANGOARAN RENCANA AN ANGOARAN (Ri)
KODE REKENING URAIAN Jurl;l']:h Somber | Jan Feb Mar -Apr Mei Jun Jul Agt Sep  |. Okt Nop Des. - ‘IUMLAH (RP}
1 2 3 4 _5 & 7
albl!lc albic
1 Penyelenggaraan
Pemerintalian Desn
1 1 |Penyelengparaan Belania
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
1 1 ]01 Penyedisan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa
1 vlor]-sa b1 Belonia Pegawai
tlrjor|sjtl1 Penghasilan Tetap &
Tuniangan Ketala Fesa
1 L 101l s 1 1 <Rigcian Qbvek Belaniasx
1 Administrazsi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan
113 ]01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartn Kelunarga, dily
13 flo |l sl2 Belagia Bamng dan Jasa
1. 33 ol 51212 BelanjaJasa Honomnum
<Rincian Obvelk Belanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan -
Dega
211 JPendidikan
241 |05 Pembangunan/Rehabilitasi/
: Peningkatan Sarana '
Prasarana
Perpustakaan/Tantan
Bacaan Desa/Sanngar
2 11 1054 5813 Belania Modal




D]

2]1|a5{ 513 |4 Helanja Medal Gedung dan

Bangunan
L3 Jos)t.s5 314 <Rincian Obvek Belania>
5 Pentanggulaingan Bencana,
Keadaan Darurat dan .
Mendesak
S 1.1 Penapeeulanwan Bencans,
3 1 JUOt 5 14 Penanesulangan Beocano
3 1 o085 [ 4 Belonja Tak Terdugn
5 1 1001 5 14 100 Belania Tak Terdusa
Sl ool 5 |4 60} 00 |Belanja Tak Terduga
dst] -
Diverifikasi ool C ' : Kaur/Kasi...oeiiin e e e
Sekretaris Desa, '
[ .
RPN VT SRR PR | ' Disetujui oleh:
’ Kapala Desa,
( )
Cara pengisian: . } . o
Kolom1,2 3, 4 dan 5§ : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanskan olch masing-masing Kaur/Kasi Polaksana Kegiatan Anggaran
Kalom§ - : diisi rencana penatikan anggoran untuk peloksanaan kegistan olech masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran vang diajukan kepads Kaur Keuangan
. dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja : :
Kolom 7 . diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan




-

H.2. Format Reﬁnmw KerjaKegiatan Desa

DESA .

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA*
TAHUN : ..

No |

Bidang/Sub Bidang/Kegiatan

Luoliuai

Bidang

Sub Bidang Kegiatan

Volume

Satuan

Wakte Poluksanasn

Biayua (Rﬁ) .

laki-laki

Sasaran

. Pnrcmpum

A-RTM

Drarasi

- Mulai '

- Selesai

Pelaksana
Kegiutan
Anggaran

Tim yang
meluksanaka
n kegintan

2

3 <+ - 5 G 7

.10

12

13

14

13

18

19

Penyclenggaraan
Pemerintahanp
Dea

16 17 .

Jumlub

1 ¥er Bidang 1-

Pembangunan’
Desa

Jumlah Per Bidang 2

Pembinaan .

- [Kemasy nealcatun

Jumlah Per Blday 3

Pemberdayuan
Magyerakat

Jumiah Per Bidung 4

Bidang
Penunggulangan
Bencams,
Keadaan Darurat,
dan Mendesualc
Desa )

Keterangan: ) _ .
¥ merupakan dokumen perencanuan yang disusun saat penyusunan RKP Dess

Kepalu Deza,

Sokretariy Desa,

Tunggui... , RYTETPT




. (~.

-H Format DPA

H3.F ormat Rencana Anggaran Bnaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

‘Cara pengisian ;-

DESA......ooooro oo ... KECAMATAN.........ooooons
' TAHUN ANGGARAN.......ccooorvrrecinn e

CBidang e,

Sub Bidang
CKegiatan v,

Waktu Pelaksanaan

_B.incia.nlicndanaan : ' - :

NO. URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH

: - Rp) Rp.)
1 2 3 4_ s
JUMLAH (Rn}
~ Disetujui . o

Kepala Desa Kaur/Kasi.........cco v

G e ) (... )

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bxdang dan kode rekemng sesuai

dengan APB Desa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bldang dan kode rekemng
sesuai APB Desa

u .

APB Desa

. kolom1:
. kolom?2

\xm_un-i:-

K-

. kolom 3 :
. kolom4 :

. _kbio_m 5:

ditsi dengan nomor urut

.-Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegmtan dan koderekening sesual

: diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegxatan. :
diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

diisi dengan harga satuan yvang merupakan besaran untuk
‘membayar orang/barang .

diisi dengan jumlah perkatian antara kolom 3 dengan kolom4 .




I Format DPPA

LE. chcuna ch!ala.u.dan Auggar:m Pcrubahan

DESA

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN
- KABUPATEN -
PROVINSI '
Contoh: ]
. "KODE REKENING URAIAN SEMULA MENJADI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) JUMLAH
: : E ANGGARAN ANGGARAN (Rp)
Jwnlah _Sumber|Jumiah Sumber Jan Feb Mar  Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt  Nop Des
(Rp} (Rp)
1 _ 3 i 5 G 3 9
a b ¢ a b
1 Penyelenggaraan
Pemicrintnhan Desa
1411 Penyclenggaraan Belanja -
: Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Penierintahan Desa
1]11¢01 Penvediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa
1]rjorjsygl Belanja Pegawai
1101151 Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala Desa
Lj1]o01]5¢11 . I<Rincian Obyek Belanja>
113 Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan
tl3jgot Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan
" KIP, Kartu Keluarga, dll)
1]3])01p5 ]2 Belanja Barang dan Jasa
I l3joifs5]2 Belanja Jasa Honorarium
<Rincian Obyek Belanja>
2 Pelaksandan Pembangunan
Desa
2711 Pendidikan .




Pembangunan/Rehabilitasi/
Peninghkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/
Taman Bacaan =

2 11 1o05] 8 1 3 Relania Madal
21 L0515 13]4 Belanja Modal Gedung dan
Ba ngunan '
| Ltnsi sl 3.1 4 <Rincian Ohvel Belanine
5 Penanggulangan Bencana,
Keadaon Darucat dan
: Mondasal
o) 1 Peoangesilanean Bencana
3 1 1nn! 5 4 Penaneeulancan Bencana .
3 Llonl s 1 4 Asalonia Tak Terduea )
4 1 tnol s !4 100 Belania Tak Terdtiesa
1 Lloot s 14 laolonBelania Tak Terduea
: Kaur/Kasi...... ... ..
Diverifikasi olch:

Sckretans Desa,

Disetujui oleh:
Kepala Desa,




J. Format Rencana AnggaranKas Desa

“DESA

RENCANA ANGGARAN KAS DESA
TAHUN ANGGARAN '...co.ooiiiliniino oo e o

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Contoh
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN ' PENERIMAAN/ PENGELUARAN(Rp ) : JUMLAH
: (Rp) Jan | Feb | Mar | Acr | Mei | Jun [ 0wt ) Awe | Sen | Okt | Nop | Des | ®Rp)
1 2 3 4 : 5 | 6
albiletalblec
4 PENDAPATAN
4.1 1 PADesa
4101 Hasii usaha
411 1 <Ohyvek Pendapatan=
4 | 2 Transter
41 211 Dana Desa
4.3 Pendanatan lain-lain
47131 Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Desa dengan Pihak Ketiga
413101 <Qbvek Pendapatan>
dst,..
JUMIAH PENDAPATAN
5 BELANIA
1 ' Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
141 Penyclenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Ope:ra.s:cmal Pcmermtahan
Dizsa :
11701 Penyediaan Penghamlan fctap
dan Tuniangan Kepala Desa




Al 1jotls |1 Belania Pegawsi .
11101511111 Penghasilan Tetap & Tunjangan
L Kenala Desa — i
141 1015 50111 <Rincian. Obvek Belania>
113 ; " [Administrasi Kependudulcan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsinan -
113 (01} Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan {Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Kehtaren - di
1131011512 Belania Barane dan Jasa
1310150212 Belania Jasa Honorarium
' . <Rincian Obvek Belapia>
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa .
2.1 Pendidikan :
2| 1}05 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin
gkatan Sarana Prasarana
Perpustakasn/Taman Bacaan
Desa/Sanaear Belaiar
240 11051513 Belania Modal
21 1405]1.5{3]| 4 Belanji Modal Gedung dan
Rangonian .
1l 1lo5[5]3|4 <Ringian Obvek Belania>
51 N Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak
311 Penamagulansan Benecana
11001 51 4 Penangenlanoan Bencana,
S 100l 514 Belania Tak Terduga
si1loolslaloo Relania Tak Terdupa
511100551 4]100]00(Belania Tak Terduga
st i ;
JUMLAH BELANIA -
SURPLUS ADEFISITY
6 PEMBIAYAAN
6.1 1

Penerimaan Pembiavaan




61111 SILPA Tahun Sebelumnva
o111 ¢ 1 SLPA Tahun Sehelumnya
a2 _|Pengeluaran Pembiavaan
61211 Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan

>
[
b
p—

ook

SELISIE _PEAMRIAY A AN

Jumlah Total Penerimaan

Inmlabh Taotal Peneeluaran
Selisih Penerimaan dan

T PP TR ST PP TTET I IV IV T DRSO P PR T

Kaur Ketangan,

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

SRRSO | _ ' Disetujui oleh:
s Kepala Desa,

Cara pengisian: .
Koloml, 2, 3,4 :  diisi sesual dengan Penjabaran APB Desa
Kolom 5 © 1 diisi dengan: .
: « Pendupatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belunja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan olch Kaur/Kasi Pelaksuna Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran
pengahasilan tetap, untuk belunja tunjangan operasional aparatur Desa
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

" Kolomé6 1 diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

ooty




T

K Format Buku Pembantu Kt.glatan

" . K.1. Bukn Kas__ Pcmbanlu Kegiatan

'BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

KECAMATAN ...
TAHUN ANGGARAN....oooovoooeeo

No.| Tanggal | Nomor .. Uraian Penerimamn | Pengeluaran (Rp) Pengembalian | Saldo Kas
Bukti dari Kas : ke KasDesa T Rpy
(Rp) Belanja | Belanja (Rp) '
Barang |- Modal
danJasa
1 2 3 4 5 [} 7 2 9
Pindahan Jumlah | ' '
- {dari balaman .
sebelumnya
Jumlah
. [Total Pencrimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
O 2 O I
L)
Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor wrut. Kolom 2

: diist dengan tanggal transaksi. Kolom 3

diisi dengun nomor bukti transaksi. Kolom 4

' _dl!::l dengan uraian transaksi.

" Kolom5 . diisi dengan jumlah mplah yang diterima dari kas Dcsa.
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanjabarang dan jasa.
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran bclanja modal.

Kolom 11l : dug: dengan Jumlah saldo kas dalam rupiah.

 Kolom 10 - --: diisi dengan jumlah rupiah yang dikcmbalikan ke KasDcf;a




K Format Buku Pembantu Kegiatan
K.2 Buku Pembamu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DESA... . . KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

MNama Kegiatan: tttitnta

No.| Tanggal | Nomor Uraian Penermmaan

Tenaga
N aliime)

Bukti - Uang {Rp) Barang/

Nomor
Bukti Setor
ke Kas
Desa

Saldo Kas
Rp.)

i 2 3 4 5 6

-

Pindahan
Jumlah dari

halaman
cohehinmnua

Jumlah

Total

Kaur/Kasi

Cara pengxs:an
Kolom 1 - diisi dengan nomor urut. Kolom 2
: diisi dengan tanggal transaksi. Kolom 3
diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolerm4 . diisi pama/sumber pemberi bantuan dan j _]ems bantuan
Kolom 3 diisi dengan jumlah vang yang berikan.
Kolom 6 - - : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukitt setor/pembentahuan kepada Bendahara
Kolom 8 - : dus: dengan Jumlah ruplah sebagal saldo yang harus dlkembahkan ke’ Kas Desa.




-

" L. Format Laporan Perkembangan Peluksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan ; Tahun
DESA . S
KECAMATAN o irecrinnnie e
KABUPATEN
FROVINSI
ouUTPUT SUMBER DAN
- . : e e Duana| Alokasi | Lain- |Bentuk|-
KODE URATAN Rencana Reulisasi Sampai Suat ini Desa| Dang | Lain | Lain
REKENING Volume | Satuan |Anggaran Volume Satuan| Anggaran [Capalant (Rp) | Desa | (Rp)
: _ ®p |- - Rp) ) {Rp)
1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13 14
aiblclalbleld " : : ' L
Jumlsh
Kaur/Kasi
ttd
- )

Cura Pengisian:
Kolom 1 dan2 :
Kolom 3
Kolom 4
Kolom $

Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8 .
Kolom 9 -
Kolom 10

diisi dcngdn Kode Rckcmng

diisi volume kegiatan yang dm,nc‘mak‘m

diisi sutuun volume:-

* jembatan/bangunan/barung atau yang sgjenis = unit

* julan/irigasi/ drainase atan yang scjcnls—- M-
- = kegiatan non fisik - paket :
" diisi jumlah anggaran yvang direncanakan -
:  diisi volume kegiatan yang terealisusi sampai dcn;,an saat ini
;- diisi satuan volume yang terealisasi sampai dcngan saat ini

diisi dengan jumlah duna yang digunukan
diisi dengan prosentase capaiun kegiatan dan anggar.m yang dlgunakml

© diisi dengan Biduang, Sub Bidang dun Jenis Kegiatan scbdgmmdna ydng tercantum

da]am penjubaran APB Desa




-}

Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13

Kalom 14

diisi dengan penggunaan dany dari Dana Desa (DD}

diisi dengun penggunaan dana’ dari AlokasiIJana Desa (ADD)
;- diisi dengan penggunaan dana dari sunber luin selain DD dan ADD
" diisi dengan penggunuan bantuan yang tidale berups udng




s

'M.1. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP )

CDESA .oiiveeee il KECAMATAN Lo
TAHUN ANGGARAN ................
Bidang
- Sub Bidang
Kegiatan .
. Waktu Pelaksanaan
No URAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAA JUMLAH | SISA DANA
. ANGGARAN | SD.YG N SAMPAT SAAT -
LALU SEKARANG INI i
(Rp) {Rp.) (Rn.) {(Rp.) fRp.)
1 2 3 4 5 [¢] 7
JUMLAH -
' \ . . 20..
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa, Kaur/ Kasi..............

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Desa,

- Cara pengisian:

Kolom 1

- L N R

Kalom 2 : diisi
Kolom 3 : diisi
Kolom 4 : diisi
Kolom 5 : ditsi
Kolom 6 : ditsi
Kolom 7 : diisi

Telah dibavar lunas
Kaur Keuangan,

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

: dengan nomor urut.
dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan,
dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
dengan rincian vang dimintakan untuk dibayar. B
dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

dengan sisa anggaran.




[ d

M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
- DESA . KECAMATAN .
' ' TAH_UN ANGGARAN ...

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
NO. PENERIMA . . . - URAJAN : JUMLAH
' _ . . . Rp.)
1 2 3 4
JUMEAH (Rp) - -

' Buktx-buktl pengeluaran atan belan_]a tersebut dlatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan
" Pemikian surat pemyataan int dibuat dengan sebenarnya,

Cara pengisian:

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
-'Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
" kolom 4 ; diisi dengan jumlah belanja.
baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

X NAN A LN~




N Format Lapord.n Akhu' Rcdhs.un Pelaksanaan Kegintan d.m Anggaram

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan ..., ...Tahun :
DESA
KECAMATAN v
KABUPATEN
PROVINSI
KGODE ) - URAIAN i _ OUTPUT, SUMBER DANA :
REKENING ; ' '  Rencana Rc4i15A51 Duana | Alokasi | Lain~ | Bentuk
) i i Desa Dang . |{Lain (Rp)| Lain =
Volume | Satuan | Anggaran Volume Satuan Angg'iran Capaian [. (Rp) [Desa (Rp)
SR K : (Bny ; : f1: 0% (24 : :
1 2 3 4 5 X 7 8 9 10 11 1_2' _13 14
alb o PO N L I O ;
Jumlah!
Kaur/Kasi
tud
(... )

Cara pengisian:

Kolom | dan 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom ¢
"Keolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

" diisi dg.ng.m Kode Rekening

diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis chmum sebagaimana yang tercantum datam penjabaran APB Dcsa

diisi volume kegiatan yang direncunakan

diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang utau yung sejenis = unit
“ Jdlan/1r1gas1/ drainase atau yang sejenig= M :
- kegiutan non fisik - pdk::t

diisi jumlah anggaran yang direncanalkan

. diisi volume kegiatan yang tercalisasi

.
.

diisi satuan volume yang terealisasi . -

diisi dengan jumlah dana yang digunakan

diisi dengun prosentuse capaian kegiatan dan dnggdrdn yang dlgundkcm
diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa

diisi dengan penggunaan dana dari Alokusi Dana Desu

diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

diisi dengun penggunaun buntuan yuang tidak berupy nang -




O.'Fcrm_at DP‘AE _ |

O.1. Rencana Kegiatan dan Anggardh Lénjﬁtan '

DESA

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*
TAHUN ANGGARAN

....................................................

KECAMATAN
PROVINSI e SR o 3
KODE REKENING' URAIAN - ANGGARAN ~ REALISASI LANJUTAN
' ' | : ' Anggaran | Volume | Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp)
- kegiata | Anggaran | Penyelesaian '
11
Jumlah ' .
1 2. (Rp) Sumber | umlah (Rp % % Rp. hari Jan | Feb Mar 1 Jumlah

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

'Ket_: Diisi untuk kegiatanyang dilajutkan saja

" Disetujui_oleh:
- "KepalaDesa,



_ P. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM -
DESA oo
TAHUN ANGGARAN ...ooooooiveeirene,

KECAMATAN -

KABUPATEN
PROVINST : % : : : : : i . : .
NO |TGL KODE REKENING - CRAIAN -~ . .- PENERIMAAN | PENGELUARAN NOMOR NETTO SALDO
: . {(Rp) (Rp) BUKTI TRANSAKSI (Rp)
I o (Rp) -
1.2 k3 : : : 4 5 6 7 S . S )
1 “~ . ’ . . . :
albleclalbleld
JUMLAIIIRn. Ru. ' Rp, - iRp. -
Diverifikasi oleh: . : - Kaur Kcuangzm
Seckretaris Desa,
(...
(s ) : Disctujui oleh:

KepalaDesa,

Cata pengls;an 1

Kolom 1
Kolom 2
Kolem 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran

diisi dengan tanggal penerimann atau pengeluaran. :

diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran scbagmmana tertera dalam Pen;abnr'm APB Desa.
diisi dengan uraian transaksi pencrimaan atat pengeluaran scbag.,almana tertera dalam pcnjabaran APB Desa
diisi dengag jurnlah rupish penerimaan

diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran-.

diigi dengan nomor bukti transaksi

¢ diisi dengan netto transaksi




- Kalom9

" diisi dengan saldo kas, -

| Q. Format Buku Pembantu Kas Umum

Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK .

'BULAN
BANK CABANG
- NO. REKENING
No. _TANGGAL | URAIAN | BUKTI PEMASUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rn) SALDO
TRANSAKSI | TRANSAKSI |[TRANSAKSII SETORAN |, BUNGA PENARIKAN | PAJAK |BIAYA ADM " (Rp)
i ; (SRIURAS T BANK ANALN . _
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

TOTAL TRANSAKST BULAN NI

TOTAL TRANSAKSI KUMUL ATIF

Cara pengisian :

Kolom 1
Kolom2
Kolom 3
Kolom4
Kolom 5
Kolom6

Kolom?7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

:.diisi dengan nomorurut pemasukan dan pengcluaran Bank
: diisi dengan tangg,al transaksi Bank.

. diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan peng,eluaran

: diisi dengan bukti transalcsi. . :

: diisidengan pemasukan jumlah setoran.

: diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

: diisidengan pen g,eiuaran _]umlah penarikan

: diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

: diisi dengan pengeluaran biaya administrasi,

: diisi dengan saldo Bank. '

...........

- Kaur Keuangan




Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA cereeaiieen e KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN ...

No. - TANGGAL URAIAN 1 PEMOTONGAN PENYETORAN SALDC
(Rp) {Rp) Rp)

1 2 3 4 5

JUMEAH

Kaur Keuangan

Cara pengisian

Kolom 1 : diisi den&,an nomor urut pcnerimaan (darl pcmotongan pajak) atan
pengeluaran (dari penyetoran payak).

Kolom2 : diusidengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom3 diisi dengan uraian penerunaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas..

Kolom3  : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom6 : diisidengan saldo buku kas bendahara.



Q. Format Pembantu Buku Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR DESA....... ...

KECAMATAN... .................. TAHUN
ANGGARAN... ..
No:} Tanggal | Nomor Uraian Penerima | Pemberian | Pertanggung- | Saldo
. Bukti : _(Rmy | jawaban Paniar | (Rn)__
1 2 '3 4 : 5 6 : 7. 8
Kaur Keuangan
( o)

Cara pengisian:

‘Kolom 1 : diisi dengan nomorurt. Kolom 2
diisi dengan tanggal transaksi. Kolom 3 : diis1
dengan nomor bukti transaksi.

. Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberibantuan dan jenis bantuan.
Kolem 5 -: diisi dengan jumlah vang yang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volumejenis barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara. _
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah scbagai saldo yang harus dikembalikanke Kas Desa.




\‘

e

R. Fonﬁat Kuitansi

Kantor Desa - - :<._Nama Desa..>
Kabupaten/Kota i =...Kabupaten/Kota..>

Tando Bukii Pcn_g{'hmrnn Uang

Telah terima dari Kaur Kcuangah Desa <...Nama Desa,..>

Uang sebesar . i Rp <...Jumlah dalam angka. >
- { Il'lml_ﬂl’l dadany huame s )

(... Jumlah dalam hurut lanjutan...)

Sebagai pembayaran :<,,...Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....> _
- . : <,.....Sebutkan Tnjuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>
_=....8ebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

<...Desa..> <..tgl, bln, th.._>

‘Catatan Keuangan o :
) Yang Memberi, Yang Mencrima,

<..Nama Pemberi..> ' . <...Nama Penerima,, >




-S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesfer Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA .

. SEMESTER PERTALiA

PEl\AERlNTAH DES_A ..............
- TAHUN ANGGARAN...,......‘...

Coﬁtoh

KODE REKENING

- URAIAN

 ANGGARAN

Rp)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp)

SUMBER
 DANA

ek
K
s

4

5

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

<Obvek Pendapatap=>

1 Transfer

ana Desa

Pendanatan lain-lain

-l}-_«l:#_-b-h;-_h-h-ﬁpi

LW N N e e
-y

Antar Desa

Penerimaan dari Hasil Ker_]asama :

2:8
S W
-

<(Obvek Pendapatan>

dst _

JUMLAH PENDAPATAN

IBELANIJA

Penyelenggaraan Pemermtahan
Desa

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

' |Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tuniangan Kenala Pesa

elania Pesawai

|Penghasilan Tetap & Tunjangan

KenalaDesa

<Rincian Obvek Belania>

30 Administrasi Kependudukan,
: Pencatatan Sipil, Statistik dan
= Kearsingn
1| 3]01 Pelayanan administrasi umum dan

' ‘Ikependudukan (Surat o
' |Pengantar/Pelayanan KTP Kartu

Kelnaraa did

“{Relania Barane dan Jasa -

Belania Jasa Honorarinm

<Rincign Obvek Belania>

Peloksanaan Pembangunan Desa




Pendidikan

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk
atan Sarana Prasarana ' '
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sansoar Belaiar

05

Belania Modal

05

Belanja Modal Gedung dan
Banounan :

Q5

<Rincian Ohvek Belania>:

LA =

Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darnrat dan Mendegale

Penangenlancan Bencana

00

Penanegulanean Benéana

00

Belania Tak Terduea

00

0

h Bn b A

| Lt etk ek

Q0

i fn [ B

e b R b

a0

00

Belanja Tak Terduga

dst

Belanja Tak Terduga

JUMI AN BEIANIA -

SURPLUS ADEFISIT)

PEMBIAYAAN -

Penerimaan Pembiavaan

SiLPA Tahun Sebelumnva

SiLPA Tabun Sebelumnva

Pengeluaran Pembiavaan

Pembentukan Dana Cadangan

o0 Bor i N o 00 )0 S0 )}

IR EVE NH S

Pembentukan Dana Cadangan

SELISIH PEMBIAYAAN

-Kepala Desa, ... ... ...




.

. Cara penglsian
Kolom1 : diisi berdasarkan kJas:ﬁka51 Bidang
Kegiatan: .

" a. bidang;
b. Sub '
Bidang;
dan c
kegiatan.
Kolom2 : diist berdasarkan klas1hka51 ekonamiterdiri dari Pendapatan, Belanjadan
Pembiayaan:
- Baglan
pendapatan diisi:
a. Pendapatan;
b. kelompok
pendapatan: c.
Jjenis
. pendapatan;
"~ dan d. obyek
pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a. belanja; :
b. jenis belanja (d.lsesualkan dengan jenis kegiatan);
¢. obyek belanja: dan
d. rincian obyekbelanja.
- Bagian
Pemblayaan diisi:
a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

Kolom3 - .diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Llhat Lampiran A Permeudagn ini):
- Kolomd4 :  diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom5 : diisidengan realisasi anggaran yang digunakan

Kolcini 6 . diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan

(kolom 1.0) terkait




T.2. Format Laporan Kenangan -

LAMPIRAN T

PERATURAN DESA
NOMOR ..., TAHUN..... " .
TENTANG _ _ | .
LAPORAN PERTANGGUNGIJAWABAN REALISASI APB .

Laporan Keunangan
Pemerntah Desa ABC
Kecamatan KILM
Kabupaten XYZ
Tahun Ansparan 20x1

Daftar Isi
: o " halaman
I Laporan Rcalisasi APBDes ' x
M Catatan Atas Laporan Keuangan x
A. Informasi Umum. x
. B.Dasar Penyajian Laporan Keuangan x
 C.Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran X
" 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas X
2 Pendapatan Asti Desa x
3 Dana Desa . : x
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daeruh X
© 5 AlokasiDana Desa x
6 Bantuan Kenangan Propinsi x
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota X
8 Pendapatan Lain lain X
9 Belaja Bidang Penyclenggaraan pemerintah Desa x-
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa SX
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa X
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa x
- # Belunja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Cx
# Belanja Desa dalam Klasifikas:t Ekonomi x
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) '
. # Pcmbiayaan X
. # Aset Désa X
# Penyertaan Modal Desa x
C# X
Lampiran
~.Lampiran 1 - Rincian Aset Tctap Pesa x
x

Lampiran 2 - .. ..o i e e




T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA

PEMERINTAH DESA ABC
Kecamatan KIM

Kabupaten XYZ TAHUN
ANGGARAN 20x1

B (Lebih)/

Ret Anggaran . Rcaul_i:sasi kurang
- PENDAPATAN . : _ _
Pendapatan Asli Desa : Cc2 XXX.XAX XXXXXX XXX
Pendapatan Transfer )

" Dana Desa” : 3 AXXIXK ¢ XTLNXX S XXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 XXX XXX XXX XXX ¢ & S
Alokasgi Dana Desa C5 XXCXNX . XXN.XXX XXX
Bantuan Keuangan Propinsi ' cé AEEXNX - XXKXXX ToEXX
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ‘ C7 | XXK.XXX HAX.XXX XXX

Pendapatan Lainlain. : C8 XXNXNK ___ XRX XXX Coxxx
) ) i JUMLAH PENDAPATAN 5., 8, 4.4.4 X XXX XXX XLANX
© BELANJA : :
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan C15 XXX XXX XXX XXX XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Decsa C.10 dan C15 XXX.XXX XXX XXX XXX .
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.1] dan C15 XXX.XXX XXX XXX XXX -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 XXX.XXX AXX.XXX Txxx
Bidung Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan €.13 dan C15 XXR XXX HENXEX LXK
Mendesak Desa : -
JUMLAH BELANIA C.14 X XK XXX X XXX XXX b o, GRUEE I
SURPLUS/ADEFISIT) XX XXX KX XXX XX
PEMBIAYAAN - : C.15 : i
Penenmaan Pembiayaan XXX.XXX XXX.XXX XXX
" Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX XXX XXX XXX G
. PEMBIAAAN NETTO ) 500,04 5. 9.9.¢.4 h.0.4
.- SILPA TAHUN BERJALAN : XXX ) 9.9.4 XXX -

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpiszhkan dari laporan keuangan




T.2.b. Format Catatan ‘Atas Laporan Kéuangan :

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemermtah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1

© A, Informasi Umum .

Pemerintah Desa ABC mcrupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan
"Bupati No. ........ioccooceveeenn.. Tanggal , saat ini kcpengurusan Pemeriniahan Desa ABC
1. Kepala Desa XXXXX s : : :

2. Sckretaris Desa: YYYYY
3. Be:nda]wra Desa : 27777 :
Kantor Pcmcnntaban cha bcmlamat Bl s oy Desa ABC, Kecamatan KILM, Kabupaten™ . .

B. Dasar Pcnyajmn Laporan Kcuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga
perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterimadi Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas
dlkchwrkan dan telah bcrsﬁat definitif.- .

C. Rincian Pos Laporan Kcuangan
L Rckunsﬂras: SILPA dankas

- SILPA tahun anggaran 20x1: ' : XX
.. Mutasi Potongdn Pajak | ' _ .
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak vg belum disetor ke Kas Ncgam : XXX
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan ™ XXX
- Setoran Pajak k¢ Kas Negaraselama tahun anggaran berjalan A .9.9. ¢} - o
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak vy belum disetor ke Kas Negara . | ' . §. 9. 4

'Saldo_ Kos per 31 Desember 20x1. . . ' _ A, 0.4

2. Pendapatan Ashi Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

(Lebih)/ -

Anggaran  Realisasi kuran
- 1’::ndapatan Ash Desaterdiri dari: o S
a. Hastl Usaha ™ : _ : ; _ KXX.XXK XXX KKK : X
b. Hasil Asct 0K XXX XXX KXX XXX
¢. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong ' KRN KKK NI KKK XAX
" - d. Lain-lain PADcsyang sah : - XXX KXX XK KKK XXX

b 9.9.9.9. 4.9 XX XXX XXX

3. Dana Dcsa
" Dana Desa mcrupakan penerimaan desa yang diperclch dari APBN.- Jumlah pcncnmaan Dana Desa
selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

(chlh)/

_ Anggaran Realisasi | "
“Tahap T _ e ' XK. XXX | 3omXRX : xxXx%
Taha_p 2 _ . o . XK XXX XXK XXX XXX

XXKXXK . KXK XXX XXX

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daecrah
L Pcncrunaun Dcsa vang berasal dari Bagmn dari hasil paiak dan Retribusi Dagrah adalah ‘sehagai
‘(Lebih)/

_ _ Anggaran’ Realisasi ;
- Tahap 1 : ' ' o C XXX WEXKX . XXX
Tahap 2 _ : _ XXX | XXXKKX : xxx
: ' XXX NEX X0 XXX B XXX
XL XXX, XXX XXX . ¥mx
5. AlokasiDana Desa [ADD)
) Pencrimddn Desa yang berasal ddl'l ‘Alokasi Dana Desa (ADD) adalah qcbdg i beikut _
. . {Lebih)/
. | . Anggaran Realisast - . Knrand .
- Tahap ! - ) KKK - XK KKK - ble o 4
" Tahap 2 : XXK.XKX CXKR KKK R $53




‘-

Bauiuan Kcuangzm Kabupatcn/kotct

Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Fain-lain terdin dari; .

. Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa

Penerimaan dari hasil kcrjaqama Desa dengan piha.k
ketiga

Penerimaan dari bantuan pcrusahaan yang berlokasi di
Desa

Hibah dan sumbangan dari plhak ketiga

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran

‘sehelumnya yang mcngdklbdtkdn penerimaan di kds

Desa

. Belanja untuk Bidang Penyelenpggaraan Pemerintahan Desa terdin dari: -

1.

Bunga bank
Lain-lain pendapatan yang sah

Belanja - Bidang Penyclenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja _Pegawai

‘Belanja Barang dan Jasa
‘Belanja Modal

Bclan_;a Bldang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bldang Pcmbmgunan Desa lcrdm dari:

. Belanja Bafang dan Jasa

11

Belanja Modal

Bclal‘r}a- Bidang Pcmbmaan Kcmasyara!dn Desa

Belanja Barang dan Jasa

. Belanja Modal

12,

Belanja - Bidang Pemberdaynan Masyarakat Desa

. *.5,9.0.9.4

Pencnmaan Desa ydng berasal dm Bantuan Keuangan Kahugalcn/ko a.

_Bulanja untuk Bidang Pembinaan Kcmasyarakat‘m Desa terdiri d1r1

Belanja untuk B;dang Perbcrdaya:m Masyarakat Desa terdiri dari:

'Belanja Barang dan Jasa

Belanja Moda!

XK XXX
XKX XXX XX XXX,
.......... adalah sehagai beikut:
B .. Lebih)/
A.nggar;m Realisas {k“mﬁg
' AXK.XXX KK KKK XXX
I NKX XXX XXX XXX
KX KX - XXX XX XXX
.. adal
L. {Lcbih)/
Anggdran Realisasi :
: kurang
KL XXX XL XXX XXX
o N XX XXX b .
T {Lebih)y/
Anggaran - Realisasi -kurang. :
XXX XXX CXXREXE .oxxex
HOOC XXX KOLXKX XXX
RHK XXX KKK, XXX XX -
AXKLNNX XX XN XXX
KKX.XKX XKX.XXX XXX
KKK KKK HKNK KKK WX
XX XXX _ XOOLXEN XXX
e " (Lebih)/
Anggaran - Rcalisasi 'kur-m‘g .
. .
XEX. XX XXX XXX oOXXX
O XX KEX XXX . XXX
XXX XXX _ IOEHNX XXX
' L Lebih)/
Anggaran Realisasi : '(klgzm)a' :
KRN, XXK KXXXXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
L . (Lebih
Anggamn Realisasi N -V
XXX.XXX AXKHXX . %X
OOLXXX - IOOLENX C XXX
Lchih)/
Anggaran Realisasi ¢ )

kprane

MKLKXX
KEX XXX

XXX XXX
XXX KXY

XXX
XXX

). 009,49, 4

b 8. 5. W.0.0.4

. %%, 4

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa




L]

Selama tahun an;_.,gdrdn 20x1, Pc.mcrmtdhan Desa melakukan pcnanggulangdn bcncdnd ddl’l keadaan

darurat sebagai berikut

Pelindungan Masyarakat

' L. - (Lebih)/
. . Anggaran Realisasi urane
................ - N o O 330K REKXK XXX
________________ ' ' ' NN AKX 0 XNX XXX
K XXX XXX XXX
‘14. Belanja Desa ddlam klasifikasi ckonomi
Jumlah bclanja dalam klasifikasi ekonomi ada]ah qcbdgax berikut
Anggaran Realisasi [!I_.Ch:lll)/ ’
Belanja Pegawai _ : :
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa - XXX, XXX XXX XXX XXX
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pcrangkat Desa IO XXX XIOLXXX - XX
Jaminan Keschatan chﬂlaDcsa dan Pcrangkat :
Desa . ' XXX XXX XK. XXX XXX
Tunjangan BPD MEX. XXX 2000, XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa ’

. _Bcia.nja Barang Perlengkapan Kantor - . XXX, KKK XK. XXX XXX
Belanja Jasa Homorarium i 300 XKK XN XXK XXX
Belanja Operasional Aparamr Dcsa KK, XXX XXHLXXX . blvie d

; Bclan}a Jasa Sewa - XXX, XXX KK XK KX
Belanja Operasional Pcrka.ntoran . XX XXX XX XXX XXX
‘Belanja Pemeliharaan XXX XXX XX XXX praied

" Belanjo Barang dan .Lu;a y.mg Dmcmhk.m kepads
Masyarakat . KRH_ KK XXX XXX X%X
B ' : X XHX XXX, XXX XXX
" Belanja Modal
Belanja Modat Pcngaddan Tanah XXX XXX 0L 200K XXX

" Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat KXK, XXX XK. XXX - XXX
Belanja Modal Kendaraan HHKHK KHHK.HHXK XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan HHX.XXX XXX XXX X300
Belanja Modal Jalan XKNXXE XXX XXX XX

- Belanja Modat Jembatan XXX KRX XXX Kok
Belania Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase XXX OOLKXK - xxx
Belanja Modal Janngan/[nstaldm ' 20003008 | OKXXX XXX

- Belanja Modal lainnya XXX XXX KOCLXXK XXX

T . _ . KRN XXX XXX XXX XXX
15, BcIanja Dcsa dalam kiasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
' = Anggaran Realisasi (i_’el:ii}{
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa _

* 'Sub Bidang Penyelenggaraun Belanja Penghasilan XK. XXX XXX XXX XXX
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

" Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan XK, KKK XK, KKK X

- .Desa .

~ Sub Bidang Administrasi Kependudukan, KX XXX XXX XXX XXX
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pcmerintahan, Perencanaan, UK. XKK XXX XKX XXX

- Kenangan dan Pelaporan : .

Sub Bidang Pertanahan XEX. 00X HXX XXX .. xXXx%

: XAK XXX XXKKKK petved
Bidang Pembangunan Desa

‘Sub Bidang Pendidikan XXX XXX HXX. XXX XXX

Sub Bidang Keschatan KOO XXX OOLXEX XXX

Sub Bidang Pckcr_]aan Umum dan Penataan Ruang XKL KKK XXX, XXX XXX

Qub Bldang Kawasan Permukiman : CXNKLKKX KKK XXX, XXX

Sub Bidang Kehutunan dan Lingkungan Hidup XXX, XXX XN XK XXX

Sub Bidang Pcrhublj_ngan, Komunikasi, dan KX, XXK XXX KKK XK

Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral XL XXX XXX KXX XXX

Sub Bidang Pariwisata 3.9 .%,9.1 AXRKXXX XXX

XXX XXX X XXX XXX

Bidang Pembinaan Kemasyaralan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan XXX XXX KKK XXK XXX



P

Sub Bidang ch'uda.ya'an dan Keagamaan R KKX - 3 XX KKX - e _.xxx :

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga KXXXXX XRK, KKK XXX
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat XK XXX XX XKX - XXX

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautun dan Perikanan KXK.XXX | RRMKXK.. XXX
Sub Bidang Pertanian dan Pcternakan XK. XXX XXX, XXX SN
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa boe' e id KK XHXK ¥XK
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, XXX XXX HoOLXXX T XXX
" Perlindungan Anak dan Keluarga '

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan XK. XXX KXHXKK amx
Menengah (UMKM) . . -

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal XXX XXX XXX, XXX XXX
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian KX KXK, XRK, XXX Xxx

Bclanja; Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
-Darvrat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana XXX XXX XXX KHX Coxx
Sub Bidang Kcadaan Parurat XXX. XXX XXX XXX TXXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak. KX KXK .- KIOLXXK XK

' 3008 XXX .00 0.9 pv.e. O

16. Pembiayaan
' Jumlah netto pembiayam tahun anggaran 20x1 adalah sebagai bedlat:

s (Lebih)/

Anggaran Realisasi kurgng
Pencrimaan Pembiayaan OO XXX XXX XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan OO XXX XK XXX XXX

XK XXX XXE_200K ] XXX

Pencrimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran scbelumnya XXX XXX XXX XXX XXX
2. Pencairan Dana Cadangan XXX, XXX AXKKXXK XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan WX, XXX 200X XXX 300K

OO KXX XK. KKK AXX

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Duna Cadangan | KXX.XHK XK X0K
2. Penyertaan Modal Desa XHH XXX XXX AXX




17.

20x0 20x1 Pme“afnl bahan/] R :
Tanah L - _ KXLXKK WK KKK pléed
- Peralatan, Mesin, dan Alat Berat T P COXRXXRX . XEXXXK XXX
Kendaraan . . XK. XXK XXXKXK xxx Gedung
dan Bangunan = - o ] S . XK XXX XXX XXX xxx Jalan
XXX XXX Cxxxoeex xxx Jembatan -~ = .- : ' S | XXXXXX
XXX XXX ' xxx Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase : ' XXX XXX {XXR XXX
xxx Jaringan/Instalasi S o : AXK KKK XXX.XXX xxx Aset
Tetap lainnya =~ XXX KK KKK ' xxx Konstruksi
dalam Pengerjaan - P9, 2.90.9,9.4 XXX XXX XXX : :
' HHK, XXX X0 XXX o

18,

AsetDesa
Perolehan aset desa adalah -cuagai berilout,

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

Penyerta@ Modal Desa _
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut

| 20x0  20x1 Penambahan/
BUMDes XXX ‘ C XL XNX KK XXX XXX
BUMDes YYY , XXK XXX KNK KA XXX
.......... ' o 99, 0.0.4 b.9.9.99,9,9,9 bl9, 9.4

K00, XNXK X0 XXX HAX



. T.2.0. Farmat Rincian Aset Tetap Desa '

Pemerintgh Desa ABC

Kecamatan KLM, Kahupatcu XYZ

Cuontch

Rmcs:m Aset Tetap Desa’ pmf 31 Desember 20xx

Hukti Kepemilikan

I Tanah

"2 Tanoh LapnngunX_. CLuas 1000 7 e i e

Il  Pecalatan, Mesin, dan Alat Berat
1 Komputer, PC -

i Kcndn.raan
1 Mutur, merk QQQ,‘HJUcu, No Pulm D5 BPFKB ' 1231212 4 Des 2014

v chung dan Bangundn ) o e
1 Bangunan Kantor, Luss 200 m 2 ‘IMB - 432 2 Juli 2014

v Jalan
1 Jalan Desa Lokasidi ..., B00m
. 3
vl Jembalan
1 Jembatan XYZ Lokasidi ......cooceee

vII Ir:gas:fEmhungler Sunga:/Dra:msc
1 Embung XY2, Lokaasi di .
2.
3.
b LI Jnnngan/lmtnlns1
1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di .
X Aset Tetaplninnya
1 Sapi 3 ekor

3.
x Konstraksi dalam Pengerjaw
1 P:mhangunnn Jembatan dalam Konskuksi

1 Tamh Persil A, Luas 2200m : CHGB © 230/2014 2 Juli 2014°

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

' _su_,ooo,'ono

5,000,000
10,006,000
75,000,000
50,000,500
40.000,000
40,000,000
120.000,000

30,000,000

Konatruksj 201 65,000,000

Knndnsl

e o dst o Mo Adentitns b 1038 et yomor gy Set Mmoo pojin, N Paslshn 7 " Keterangan

Baik

N:lm pcru] chan

Rusak ngaub clum diketahui

Baik

Baik

Baik

Baik

Balk

Baik

Baik

Total Nilai Asst Tetap per 31 Desember 20ex

495,000,000

"1 Diisi dengan Baik (B} Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)




T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun . B . LAMPIRAN If
R ' PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN....
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN

REALISAS] APB DES
" LAPORAN REALI SAS] KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI- 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 0! JANUARI- 31 DESEMBER‘

TA.HUN ANGGARAN . R
DESA : :
KECAMATAN:
KABUPATEN .
PROVINSI i N } .
_ KODE -  URAIAN NAMA OUTPUT : . OUTPUT ' SUMBER_DANA
REKENING N : S . : ~ RENCANA REALISASI- Dana Alokasi Lain- |Bentuk
o i - o : : . ‘ - : e Desa |Dana Desaj Lain Lain_
Volume [Samuan| Anggaran Volume |Satuan| - Anggoran - | Capaian (%) | Rp) (Rp) - (Rp)
: R} [(Ru)
L : 2 - 3 4 b3 (43 7. g 9 10 11 12 13 14
T T - — — _ : -
_Jumlah
KepalaDesa
ttd
Keterangam Core )

* Pilih salahisatu
Cara Pengisian Kolom:
Kelom 1 t dini dengen Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kcs_uatan
a. Untuk Kode rekening Bidang,
b. Kode Rekening Sub Bidang, dan
' o Kode Rekening Kegiatin
Kolem

2 difsi nomenklatur jenis kegiatan scbagaimana Kercanium dalum APB Dcu.:}-.\nglclsth dilaksarakan,
Kolom 3 disi nama output dari kepistan
Kolom 4 diisi volume kegiatan yang dn'cncanuknn
Kolom §° 1 diisi satuan volume:
« jembatan/bangunan/barang atau 5'.1113 sefenis = unit
"« jalanfirigasi/ drainase atau yang scjenis= M
- kegiatan nan fisik - puket
- dil :
Kolom 6 diisi denganjumlah dana yang dianggarkan.
" Kolom 7 diisi volume kegiatan yang torealisasi,
Kolom 8 : ' dilsi saluan volume.
Kolom & + chiei realisasi anggarn vang diganakan.
Kolom 10 : diish dengan propgres prosentase capaian,
Kolom 11 ¢ dilsl dengan jumiteh penggunsan Dana Desa (DD,
Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunsan Alokasi Daon Desa (ADD).
Rolom 12 v dilsi dengunjumlah peoggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD.

Kolom 14 + diisi dengan sumbangan/ swodaya mnsyvarakat dan /atau pihak loin yang tidak berbentuk vang,



A

~ " TA. Format Program Sektoral, Program Dacrah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN {I

PERATURAN DESA

NOMOR ... TAHUN..... ~ _

TENTANG ' T _ T
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI. APB
DESA o C S

PROGRAM 'SEKTORAL, PROGRAM DA_ERA_H, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa:
Kecamatan

Kabupaten .

Provinsi




.No. P;- ’am - Kegiatan __Anggaran sl -
) rogram. [ Jenis L.okasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana
m— _5—'/T . _
- <~ /’
s "/‘ Pl
— —
e, Kepala
Pesa




